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MOTTO 
 
                         
               
 
“Maka tetaplah engkau (Muhammad) (di jalan yang benar), sebagaimana telah 
diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang bertobat bersamamu, dan 
janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Dia Maha Melihat terhadap apa 
yang kamu kerjakan.” 
“Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala 
orang yang bebuat kebaikan.” 
(QS. Hud ayat 112 dan 115) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syari‟ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah: 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambang dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta 
tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berikut :  
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan 
Tidak dilambangkan 
ب 
Ba B Be 
ت 
Ta T Te 
ث 
Tsa s\ 
Es (dengan titik di 
atas) 
ج 
Jim J Je 
ح 
H}a h} 
Ha (dengan titik di 
 
 
ix 
 
bawah) 
خ 
Kha Kh Ka dan ha 
د 
Dal D De 
ذ 
Zal z\ 
Zet (dengan titik di 
atas) 
ز 
Ra R Er 
ش 
Zai Z Zet 
ض 
Sin S Es 
ش 
Syin Sy Es dan ye 
ص 
S}ad s} 
Es (dengan titik di 
bawah) 
ض 
D}at d} 
De (dengan titik di 
bawah) 
ط 
T}a t} 
Te (dengan titik di 
bawah) 
ظ 
Z}a z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘Ain 
‘ 
Koma terbalik di atas 
غ 
Gain G Ge  
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ف 
Fa F Ef 
ق 
Qaf Q Ki 
ك 
Kaf K Ka 
ل 
Lam L El 
و 
Mim M Em 
ن 
Nun N En 
و 
Wau W We 
ـه 
Ha H Ha 
ء Hamzah 
’ 
       Apostrof 
ي 
Ya Y Ye 
2. Vokal  
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal Tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 
harakat, transliterasinya sebagai berikut : 
Tanda  Nama  Huruf Latin Nama  
  َ  
Fath}ah A A 
  َ  
Kasrah I I 
  َ  
Dammah U U 
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Contoh : 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. 
ةتك Kataba 
2. 
سكذ Zukira 
3. 
ةهري Yazhabu 
b. Vokal Rangkap 
Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي .....أ 
Fathah dan ya Ai a dan i 
و .....أ 
Fathah dan wau Au a dan u 
  Contoh : 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Haula 
3. Maddah  
Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
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Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
ي ......أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> 
A dan garis di 
atas 
ي ......أ 
Kasrah dan Ya i> 
I dan garis di 
atas 
و ......أ 
Dammah dan 
wau 
u> 
U dan garis di 
atas 
Contoh : 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. 
لاق Qa>la 
2. 
ميق Qi>la 
3. 
لىقي Yaqu>lu 
4. 
يمز Rama> 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditrasliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
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No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز 
Raud}ah al-at}fa>l/ raud}atul atfa>l 
2. 
ةحهط T}alhah 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. 
اّنتز Rabbana 
2. 
لّصت Nazzala 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu   لا . 
Namun dalam transliterasinya kata sandang  itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu hurf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan 
yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan 
huruf  Syamsiyyah atau Qamariyah, kata sandang ditulis dari kata yang 
mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.  
 
 
xiv 
 
Contoh : 
No. Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. 
مخّسنا Ar-rajulu 
2. 
للاجنا Al-Jalla>lu 
7. Hamzah  
Sebagaimana telah di sebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini : 
No. 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. 
مكأ Akala 
2. 
نورخأت Ta`khuduna 
3. 
ؤننا An-Nau`u 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal hurf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruh awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
 
xv 
 
Contoh : 
No. 
Kalimat Arab Transliterasi 
1. 
لىسزلاإ دحمم امو Wa ma>Muhamadun illa> rasu>l 
2. 
هيمناعنا بز لله دمحنا Al-hamdu lillahi rabbil `a>lami>na 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah 
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang 
dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa 
dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa 
dirangkaikan. 
Contoh : 
No. Kalimat Bahasa Arab Transliterasi 
1. 
هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziq>n/ 
Wa innalla>ha lahuwa khairur-
ra>ziqi>n 
2. 
ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na/ 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
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ABSTRAK 
 
SUSI WIDARTI, NIM : 152121070 “ANALISIS PERUBAHAN 
PENETAPAN HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG 
STERILISASI DALAM KELUARGA BERENCANA” Program Keluarga 
Berencana merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menekan 
lajunya pertumbuhan penduduk dengan cara mengatur kelahiran. MUI setuju 
dengan program tersebut, selama tidak menggunakan cara-cara yang dilarang oleh 
hukum Islam. Cara yang dimaksud tersebut yaitu vasektomi dan tubektomi yang 
dianggap sebagai pembatasan kelahiran dengan menghentikan kehamilan. Atau 
lebih umum disebut dengan usaha memandulkan, oleh sebab itu MUI 
mengeluarkan fatwa haram tentang sterilisasi (vasektomi dan tubektomi) tahun 
1979. Kemudian tahun 1983 MUI kembali mengeluarkan fatwa yang memperkuat 
fatwa sebelumnya dengan sedikit keringanan yang diberikan. Pada tahun 2009, 
MUI kembali mempertegas keharaman sterilisasi. Selang waktu tiga tahun MUI 
mengeluarkan fatwa yang pada dasarnya sterilisasi hukumnya haram namun boleh 
dilakukan jika memenuhi syarat yang telah ditetapkan. 
Adapun yang menjadi masalah dalam skripsi ini adalah mengenai apa 
yang menjadi alasan perubahan penetapan hukum sterilisasi dalam keluarga 
berencana, dan penggunaan metode penetapan hukum MUI tentang sterilisasi 
dalam keluarga berencana. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui hal-
hal apa saja yang menjadi alasan perubahan penetapan hukum sterilisasi dalam 
keluarga berencana, dan metode penetapan hukum MUI tentang sterilisasi dalam 
keluarga berencana. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitataif literer atau studi 
kepustakaan, analisis ini difokuskan pada penelusuran literatur dan bahan pustaka 
yang relevan dengan masalah yang diangkat.  
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa yang menjadi alasan perubahan 
penetapan hukun sterilisasi dalam keluarga berencana ini ialah adanya koreksi 
fatwa tahun 1983 untuk fatwa tahun 1979, desakan dari pemerintah, 
ditemukannya bukti keberhasilan rekanalisasi, dan sudah ada testimoni. 
Sedangkan metode penetapan hukum MUI tentang sterilisasi ini yaitu qiyas, 
maslahah, dan adanya „illat baru yaitu keberhasilan rekanalisasi. 
 
 
Kata kunci: Sterilisasi, Fatwa, dan MUI 
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ABSTRACT 
 
SUSI WIDARTI, NIM : 152121070 “ANALISIS PERUBAHAN 
PENETAPAN HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG 
STERILISASI DALAM KELUARGA BERENCANA” The Family Planning 
Program is a governments program aims to suppress the pace of population 
growth by regulating births. The MUI agrees with the program, as long as it did 
not use the methods that are prohibited by Islamic law. The recommended method 
is a vasectomy and tubectomy which are considered a birth control by stopping 
pregnancy. Or more commonly called a spay effort, therefore MUI issue an 
illegitimate fatwa on sterilization (vasectomy and tubectomy) in 1979. Then in 
1983 the MUI issues again a fatwa which increased the previous fatwa with little 
relief given. In 2009, MUI reaffirmes the prohibition of sterilization. Within three 
years, MUI issued a fatwa based on sterilization, the law is haraam, but it can be 
done if it meets the specified requirements. 
As for the problem in this research is what is the reason for teh changes in 
the law of sterilization in family planning, and the use of MUI‟s legal 
determination methods regarding sterilization in family planning. 
This research is a literary quality study or literature study, this analysis is 
focused on the search for literature and library materials relevant to the issues 
raised. 
The result of this research is the reason for this change in the law of 
sterilization in family planning is the correction of the 1983 fatwa for the 1979 
fatwa, pressure from the goverment, evidence of successful recanalization, and 
testimony. While the legal determination method of the MUI regarding 
sterilization is qiyas, maslahah, and the existence of new „illat namely the success 
of recanalization. 
 
 
Key word: Sterilization, Fatwa, and MUI.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk 
terbanyak di dunia. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah 
penduduk di Indonesia, di tahun 2018 saja berdasarkan data Kemendagri 
jumlah penduduk Indonesia adalah 265 juta jiwa.
1
 Pertambahan jumlah 
penduduk ini ternyata tidak selamanya membawa kabar gembira.  
Keluarga Berencana (KB) adalah program pemerintah yang 
digadang-gadang dapat mengatasi masalah lajunya pertumbuhan 
penduduk. Di mana keluarga berencana dianggap sebagai salah satu cara 
untuk menurunkan angka kelahiran dan sebagai suatu sarana untuk 
mengendalikan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat.
2
 KB adalah 
tindakan yang membantu individu atau pasutri untuk mendapatkan 
objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, 
mendapatkan kelahiran yang diinginkan, mengatur interval di antara 
kehamilan dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.
3
 Program KB 
diarahkan pada beberapa tujuan pembangunan di antaranya, yaitu untuk 
menurunkan angka pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka 
                                                          
       
1
 “2018, Jumlah Penduduk Indonesia Mencapai 265 Juta Jiwa” dikutip dari 
http://databoks.co.id diakses 23 April 2019. 
       
2
 Sabarudin Bintang, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sterilisasi Dalam Keluarga Berencana: 
Analisa Terhadap Fatwa MUI Tentang Sterilisasi”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Syariah dan 
Hukum UIN Jakarta. Jakarta. 2010. hlm. 2. 
       
3
 Al-Fauzi, “Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan,” Jurnal 
Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan, dan Teknologi, (Jakarta) Vol. 3 Nomor 1, 2017, hlm. 3. 
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kelahiran agar meningkatnya standar kehidupan masyarakat, 
meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup perempuan dengan membantu 
mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi, serta memajukan 
hak-hak pasangan dan perempuan untuk membentuk keluarga sesuai 
dengan kebebasan dan tanggung jawab yang dituangkan dalam hak-hak 
reproduksi dan sosial.
4
 Program Keluarga Berencana mempunyai target 
kuantitatif penurunan fertilisasi untuk melembaganya keluarga kecil dari 
masyarakat Indonesia. Dengan jumlah keluarga yang kecil akan lebih 
mudah untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, terutama 
masalah kesehatan ibu dan anak.
5
  
Di dalam program KB sendiri memberikan beberapa pilihan alat 
kontrasepsi yang dapat digunakan oleh akseptor, di antaranya yaitu pil KB, 
suntikan, susuk KB, AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam Rahim), kondom, 
dan sterilisasi (vasektomi/tubektomi). Dari sekian banyak macam alat 
kontrasepsi yang diprogramkan itu sebagian besar sasaran pemakaiannya 
adalah wanita, sedangkan alat kontrasepsi bagi laki-laki hanya vasektomi 
dan kondom.  
Vasektomi adalah usaha mengikat atau memotong saluran benih 
pria vasdeferens, sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan wanita, 
lawannya adalah tubektomi yaitu usaha mengikat atau memotong kedua 
saluran telur sehingga wanita itu pada umumnya tidak dapat hamil lagi. 
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Kependudukan dan Kebijakan, 2010), hlm. 24. 
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Vasektomi yang biasa di sebut Medis Operasi Pria (MOP) yang 
merupakan salah satu kontrasepsi KB pria dan tergolong kontrasepsi 
mantap atau KONTAP. Vasektomi merupakan tindakan penutupan 
(pemotongan, pengikatan, penyumbatan) kedua saluran sperma sebelah 
kanan dan kiri, sehingga pada waktu ejakulasi cairan mani yang keluar 
tidak lagi mengandung sperma, sehingga tidak terjadi kehamilan.
6
 
Tindakan ini lebih ringan dari sunat atau khitan, pada umumnya dilakukan 
sekitar 10-15 menit, dengan cara memotong dan mengikat saluran sperma 
(vasdeferens) yang terdapat di dalam kantong buah zakar. Vasdeferens 
(saluran mani) berfungsi sebagai tempat penyimpanan air mani sebelum 
disemprotkan. Apabila hal yang sama dilakukan terhadap wanita, 
dinamakan tubektomi, ialah usaha mengikat atau memotong kedua saluran 
telur, sehingga wanita itu pada umumnya tidak dapat kembali hamil.
7
 
Dari berbagai pengertian tentang vasektomi maupun tubektomi 
tersebut di atas, MUI berpendapat bahwa vasektomi/tubektomi adalah 
salah satu usaha pemandulan.
8
 Usaha pemandulan tersebut menuai banyak 
pro dan kontra di kalangan ulama. Abu Zahrah mengatakan bahwa apabila 
kaum Muslim benar-benar beriman kepada Allah maka mereka harus 
memasrahkan keturunan mereka dan dukungan yang mereka harapkan 
bagi keturunan mereka kepada Allah. Abu Zahrah menyimpulkan bahwa 
                                                          
       
6
 Muhyidin, “Fatwa MUI Tentang Vasektomi: Tanggapan Ulama dan Dampaknya Terhadap 
Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP),” Jurnal Al-Ahkam, (Semarang) Vol. 24 Nomor 1, 2014, 
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7
 Ibid. 
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nash-nash dalam al-Qur‟an memberi kesan larangan atas pengendalian 
kelahiran melalui sterilisasi atau sarana lain.
9
 Sedangkan para penganut 
madzab Imamiyah membolehkan sterilisasi permanen, Shaykh M. 
Samsuddin (dari kalangan Shi‟ah Imamiyah) mengungkapkan 
pembolehannya di Konferensi Rabat sebagai berikut: 
Ketika menguji sumber-sumber hukum kami tentang subjek itu, kami  
mendapatkan bahwa tidak ada sesuatu yang mencegah si suami dan si 
istri untuk menjalani operasi (untuk sterilisasi) semacam itu, karena 
pemeliharaan kemampuan untuk berkembang biak bukanlah 
kewajiban yang dibebankan oleh Hukum Islam, dan bukan suatu hak 
perkawinan. Karena itu, secara hukum diizinkan untuk menjalani 
operasi pembedahan (atau lainnya) untuk mensterilkan lelaki atau 
perempuan, baik ada kemungkinan bagi keduanya untuk mendapatkan 
kembali keadaan yang normal di masa depan ataupun tidak.
10
  
Dewan tinggi penelitian Islam pada tahun 1965 menetapkan bahwa 
penggunaan sarana yang menjurus kepada pemandulan adalah terlarang.
11
 
Larangan yang sama dikeluarkan oleh Dewan Fikih di Saudi Arabia. Tak 
berbeda jauh dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia, pada tahun 1979 
MUI menetapkan bahwa vasektomi/tubektomi hukumnya haram.
12
 
Mengenai sterilisasi (vasektomi/tubektomi) dalam KB, MUI telah 
mengeluarkan fatwa hingga empat kali. Pertama, Komisi Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia, pada tanggal 13 Juni 1979 telah menfatwakan bahwa 
vasektomi/tubektomi hukumnya haram. Kedua, pada tanggal 20 Oktober 
1983, MUI kembali menegaskan keharaman (dengan pengecualian) 
vasektomi/tubektomi untuk menguatkan fatwa tahun 1979. Ketiga, pada 
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 Muhyidin, “Fatwa MUI Tentang Vasektomi ..., hlm. 81. 
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 Ibid. 
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20 Januari 2009, Pemerintah cq Departemen Kesehatan RI dan BKKBN 
berusaha mendekati dan memohon agar MUI merevisi hukum vasektomi 
dari haram menjadi mubah, namun MUI tetap mengharamkannya. 
Keempat, MUI dalam menetapkan hukum vasektomi tanggal 1 Juli 2012 
sebagaimana diktum fatwa di dalamnya membolehkan vasektomi dengan 
syarat.
13
 
Berdasarkan pemaparan masalah di atas, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian tentang apa  yang menjadi alasan MUI melakukan 
perubahan penetapan hukum tentang sterilisasi dan metode penetapan 
hukum apa yang digunakan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan 
dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Perubahan Penetapan 
Hukum Majelis Ulama Indonesia Tentang Sterilisasi Dalam Keluarga 
Berencana”.  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Apa yang menjadi alasan MUI melakukan perubahan penetapan 
hukum sterilisasi dalam keluarga berencana ? 
2. Bagaimana metode penetapan hukum MUI tentang strerilisasi dalam 
keluarga berancana ? 
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C. Tujuan 
1. Untuk mengetahui alasan MUI dalam melakukan perubahan penetapan 
hukum tentang sterilisasi dalam keluarga berencana. 
2. Untuk mengetahui metode penetapan hukum MUI tentang sterilisasi 
dalam keluarga berencana. 
 
D. Manfaat 
1. Manfaat teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 
dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah 
pengetahuan dalam bidang KB terutama masalah sterilisasi dan fatwa 
MUI tentang sterilisasi serta. 
2. Manfaat praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bahan ajar untuk 
menambah wawasan tentang KB terutama masalah sterilisasi dan 
fatwa MUI tentang sterilisasi serta sebagai bahan perbandingan untuk 
penelitian selanjutnya. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Fatwa 
Fatwa adalah nasehat resmi dari suatu otoritas mengenai pendirian 
hukum atau dogma Islam. Kata fatwa dalam bahasa Indonesia berarti 
jawaban keputusan atau pendapat yang diberikan mufti tentang suatu 
7 
 
 
 
masalah.
14
 Aktivitas penetapan fatwa oleh seorang mufti atau lembaga 
fatwa lebih tepat disebut dengan istilah ifta‟, artinya penetapan fatwa. 
Orang atau lembaga yang memiliki otoritas menetapkannya disebut 
mufti, orang atau pihak yang meminta fatwa disebut mustafti, 
sedangkan jawaban hukum sebagai produknya disebut mustafta fih 
atau fatwa. Keempat hal tersebut  (ifta‟, mufti, mustafti dan fatwa) oleh 
ulama ahli ushul disebut rukun fatwa.
15
 
Fatwa muncul karena adanya suatu masalah akibat perkembangan 
sosial yang dihadapi oleh umat.
16
 Fatwa muncul sebagai jawaban 
terhadap berbagai masalah yang dihadapi umat dari abad ke abad. 
Permulaan fatwa adalah ketika Rasulullah SAW ditanyakan tentang 
berbagai masalah yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. 
Kemudian para sahabat mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah 
SAW yang berarti mereka meminta fatwa, seperti diungkapkan dalam 
Q.S An-Nisa‟ ayat 176:17 
              .... 
Artinya :  
 
“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah)...” 
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 “Bagaimana MUI DKI Jakarta Merumuskan Fatwa ?” dikutip dari 
http://www.muidkijakarta.or.id diakses 17 November 2018. 
      
15
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Fatwa adalah salah satu model fiqh, yaitu merupakan pandangan 
ulama mengenai persoalan keagamaan (hukum) yang bersifat praktis 
dan aktual. Umat Islam pada dasarnya boleh tidak terikat dengan isi 
fatwa itu sebagaimana tidak terikat dengan salah satu fiqh madzab saja, 
tetapi secara moral dan sosial wajib menjadikan fatwa sebagai 
pegangan/pedoman, karena fatwa itu diterbitkan untuk dijadikan 
pegangan/pedoman umat dalam kehidupan beragama dan 
bermasyarakat. 
2. Majelis Ulama Indonesia 
Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah wadah yang di 
dalamnya terhimpun para ulama, zu‟ama, dan cendekiawan muslim 
Indonesia.
18
 Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada 26 Juli tahun 
1975 atas inisiatif pemerintah dengan tujuan menegakkan dan 
mengontrol ekspresi publik tentang Islam di bawah bantuan negara 
sekaligus saluran alternatif pemerintah untuk berkomunikasi dengan 
komunitas muslim.
19
  
Majelis Ulama Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam 
kehidupan sosial agama, sosial budaya, dan politik sesuai dengan 
tanggung jawab yang dipikulnya. Sesuai dengan misinya yaitu 
menggerakkan kepemimpinan umat Islam secara efektif dengan 
menjadikan ulama sebagai panutan sehingga mampu mengarahkan dan 
membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah 
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Islamiyah, melaksanakan dakwah Islam, amar ma‟ruf nahi munkar, 
dan mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam 
mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.
20
  
3. Sterilisasi dalam KB 
Keluarga Berencana (KB) adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia 
untuk mengatur kehamilan dalam keluarga serta tidak melawan negara 
dan hukum moral Pancasila demi mendapatkan kesejahteraan keluarga 
khususnya dan kesejahteraan bangsa pada umumnya.
21
 Maksud 
keluarga dalam keluarga berencana adalah suatu kesatuan sosial 
terkecil dalam masyarakat yang diikat oleh tali perkawinan yang sah. 
Mengenai keluarga berencana atau kependudukan serta pembangunan 
memuat tiga poin yang salah satunya adalah, bahwa program KB 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam 
rangka mewujudkan keluarga bahagia yang menjadi dasar bagi 
terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan 
kelahiran sekaligus dalam rangka menjamin pengendalian 
pertumbuhan penduduk Indonesia
22
 
Berbicara tentang keluarga berencana pastilah tak lepas dari yang 
namanya alat kontrasepsi. Kontrasepsi adalah cara untuk mencegah 
kehamilan (dengan menggunakan alat atau obat pencegah 
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 Panji Adam, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari‟ah ..., hlm. 141. 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 325. 
       
22
 Shanty Dellyana, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 
188.  
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kehamilan).
23
 Sedangkan alat kontrasepsi adalah alat untuk mencegah 
atau mengatur terjadinya kehamilan. Dari segi metode, kontrasepsi 
dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu sebagai berikut:
24
 
a. Cara kontrasepsi sederhana 
Cara kontrasepsi sederhana ini dibagi menjadi dua, yaitu tanpa 
memakai alat atau obat dan menggunakan alat atau obat. 
b. Kontrasepsi dengan metode efektif 
Kotrasepsi dengan metode efektif ini dibagi menjadi tiga, yaitu 
tidak permanen, permanen, dan cara KB lainnya yang dapat 
digunakan untuk mengendalikan kelahiran.  
Vasektomi dapat dilakukan dengan operasi ringan dan mati rasa 
setempat (lokal anestesi). Operasi ini membutuhkan waktu kira-kira 
sepuluh menit dan tidak memerlukan perawatan rumah sakit. 
Tubektomi adalah suatu operasi rongga perut atau melalui vagina yang 
mengakibatkan telur ovarium tidak dapat mencapai rongga rahim 
sehingga tidak dapat terjadi pembuahan. 
F. Telaah Pustaka 
Karya tulis yang membahas tentang Fatwa MUI dan Sterilisasi 
diantaranya yaitu: 
1. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Mubarok (UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2009) yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 
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 https://kbbi.web.id diakses 6 Desember 2018. 
       
24
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah..., hlm. 326 
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Sterilisasi Bagi Suami Istri Pengidap HIV/AIDS.” Skripsi ini 
membahas tentang pandangan hukum Islam tentang sterilisasi yang 
dilakukan oleh pasutri yang mengidap HIV/AIDS. Perbedaanya 
dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah yang menjadi objek 
penelitian penulis yaitu fatwa MUI tentang sterilisasi pada umumnya 
tidak dibatasi pada pengidap HIV/AIDS saja. 
2. Skrips yang ditulis oleh Sabarudin Bintang (UIN Jakarta, 2010) yang 
berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sterilisasi Dalam Keluarga 
Berencana (Analisa Terhadap Fatwa MUI Tentang Sterilisasi).” 
Skripsi ini membahas tentang bagaimana sterilisasi dapat digunakan 
atau diterapkan di dalam keluarga berencana terhadap masyarakat dan 
bagaimana MUI menyikapi permasalahan KB. Perbedaanya dengan 
penelitian yang dilakukan penulis adalah bahwa penulis ingin 
menganalisa fatwa MUI tentang sterilisasi beserta alasan perubahan 
fatwa tersebut, sedangkan dalam skripsi ini membahas bagaimana 
sikap MUI dalam permasalahan program KB. 
3. Skripsi yang ditulis oleh Anwar Mardhani (IAIN Surakarta, 2015) 
yang berjudul, “Relevansi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
Tentang Keluarga Berencana Terhadap Program Keluarga Berencana 
(KB) Nasional (Analisis Maqasid Asy-Syari‟ah).” Skripsi ini 
membahas tentang kebijakan Pemerintah dalam program KB Nasional 
dan relevansi fatwa MUI tentang keluarga berencana dalam timbangan 
maqasid asy-syari‟ah. Perbedaannya dengan penelitian yang akan 
12 
 
 
 
dilakukan penulis adalah bahwa fokus dari skripsi tersebut adalah 
mencari kesesuain atau keterkaitan antara program KB Nasional dalam 
maqasid asy-syar‟iah, sedangkan penulis dalam penelitiannya kali ini 
ingin memaparkan cara penentuan hukum dalam MUI mengeluarkan 
fatwa tentang sterilisasi dalam KB. 
4. Skripsi yang ditulis oleh Solihatun Khasanah (IAIN Purwokerto, 2017) 
yang berjudul, “Praktek Vasektomi di Kecamatan Cilingok Kabupaten 
Banyumas di Tinjau Dari Hukum Islam.” Skrisi ini membahas tentang 
praktek vasektomi di Kecamatan Cilongo Kabupaten Banyumas dan 
tinjauan hukum Islam tentang pratek vasektomi. Perbedaannya dengan 
penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada metode penelitian 
dan fokus penelitiannya. 
5. Skripsi yang ditulis oleh Atika Puspita Sari (Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2018) yang berjudul, “Vasektomi Dan 
Tubektomi Pada Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hukum 
Islam.” Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan vasektomi dan 
tubektomi dalam pandangan hukum Islam dan upaya yang dilakukan 
MUI untuk menangani pelaksanaan vasektomi dan tubektomi dalam 
pandangan hukum Islam. Perbedaanya dengan penelitian yang akan 
dilakukan peneliti adalah dimana penulis memfokuskan untuk 
menganalisa fatwa MUI tentang sterilisasi. 
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Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan 
penelitian sebelumnya yang membahas mengenai sterilisasi khusus 
penderita HIV/AIDS, penerapan sterilisasi dalam kehidupan masyarakat, 
tinjauan maqasid asy-syari‟ah tentang sterilisasi, praktik vasektomi di 
Cilongok, dan upaya MUI menangani pelaksanaan sterilisasi. Sedangkan 
yang membedakan dengan skripsi ini yaitu, yang menjadi objek 
penelitiannya adalah fatwa/penetapan hukum MUI tentang sterilisasi tidak 
dibatasi pada akseptor pengidap HIV/AIDS saja, dan juga penelitian ini 
menggunakan metode literer yang berarti tidak terjun langsung 
kelapangan. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian 
kualitatif literer. Studi kepustakaan (literer) dilakukan dalam penelitian 
ini untuk mendapatkan dasar pemikiran yang bersumber dari buku, 
jurnal, maupun artikel yang membahas kasus dan hal-hal yang 
berkaitan dengan judul yang diangkat. 
2. Sumber Data 
Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu berupa 
sumber data sekunder, yakni berupa literatur yang berhubungan 
dengan masalah yang akan diteliti.
25
 Sumber data sekunder ini terbagi 
dalam tiga macam, yaitu: 
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 Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 158. 
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a. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu, Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia Tentang Vasektomi Dan Tubektomi 
Tanggal 13 Juni 1979, Musyawarah Nasional Kependudukan, 
Kesehatan dan Pembangunan tanggal 20 Oktober 1983, Ijtima‟ 
Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia III Tahun 2009 di 
Padang Panjang, dan Himpunan Keputusan Ijtima‟ Ulama Komisi 
Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian 
ini berupa jurnal dan artikel. 
c. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum tersier ini digunakan sebagai penunjang 
referensi dalam penelitian ini berupa kamus dan ensiklopedi. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Data dikumpulkan dengan metode library research dengan 
menginventaris data berupa buku dan karya ilmiah yang berhubungan 
dengan masalah yang akan dikaji, kemudian membaca semua sumber 
data tersebut dan menguraikannya kembali dalam penelitian ini. 
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4. Teknik Analisis Data 
Data dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:
26
 
a. Pengumpulan data, 
b. Pengklasifikasian data, 
c. Penafsiran isi data, 
d. Metode analisis data menggunakan analisis isi data dengan 
memfokuskan penganalisisan tentang perubahan penetapan hukum 
MUI tentang sterilisasi dalam keluarga berencana.  
 
H. Sistematika Penelitian 
Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan pada skripsi ini, 
maka penulis mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab, 
dengan sistematika penulisan dimulai dari bab 1 hingga bab 5 yang akan 
memberikan gambaran pembahasan disetiap babnya. 
Bab I Pendahuluan yang membahas latar belakang masalah, 
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, 
tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.  
Bab II Landasan Teori yang berisikan gambaran umum tentang 
sterilisasi dalam keluarga berencana, yang mana di dalamnya akan dibahas 
mengenai pengertian dan tujuan keluarga berencana, macam-macam alat 
kontrasepsi, dan sterilisasi yang meliputi vasektomi maupun tubektomi. 
                                                          
       
26
 Ibid. Hlm. 158. 
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Bab III Deskripsi Data Penelitian Majelis Ulama Indonesia dan 
fatwa tentang sterilisasi, yang membahas tentang pandangan umum 
tentang MUI meliputi sejarah, visi dan misi, kategori dan jenis fatwa, 
metode penetapan fatwa, dan kedudukan fatwa sebagai sumber hukum. 
Pembahasan selanjutnya yaitu tentang fatwa sterilisasi itu sendiri yang 
akan dipaparkan mengenai deskripsi masalah, dasar penetapan, dan 
penetapan hukum sterilisasi. 
Bab IV Analisis, dalam bab ini akan dijelaskan tentang fatwa-fatwa 
MUI tentang sterilisasi yang meliputi alasan perubahan penetapan hukum  
tentang sterilisasi dalam keluarga berencana, serta analisa metode 
penetapan hukum MUI dalam penetapan hukum tentang sterilisasi dalam 
keluarga berencana. 
Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM TENTANG STERILISASI DALAM KELUARGA 
BERENCANA 
 
A. Keluarga Berencana 
1. Pengertian Keluarga Berencana 
Keluarga adalah suatu kesatuan sosial terkecil dalam suatu 
masyarakat yang diikat oleh tali perkawinan yang sah. KB atau 
planned parenthood/Family Planning, diartikan sebagai perencanaan 
yang matang oleh suami istri kapan anaknya akan lahir dan jumlah 
anak yang dicita-citakan sesuai dengan kemampuan dan kondisi 
negaranya.
27
 Perencanaan merupakan hak dan wewenang setiap 
manusia, termasuk perencanaan berkeluarga dengan jumlah anak yang 
memungkinkan mampu ditanggung sesuai dengan kondisinya. 
Keluarga Berencana merupakan suatu ikhtiar atau usaha 
manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga tanpa melawan 
negara maupun hukum moral Pancasila demi mendapatkan 
kesejahteraan keluarga.
28
 Pengertian lain tentang Keluarga Berencana 
yaitu merujuk kepada penggunaan metode kontrasepsi oleh suami istri 
atas persetujuan bersama, untuk mengatur kesuburan dengan tujuan 
untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, ekonomi, dan 
                                                          
       
27
 Sapiudin Shidiqh, Fikih Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 20. 
       
28
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ..., hlm. 325. 
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untuk memungkinkan mereka memikul tanggungjawab terhadap anak-
anaknya dan masyarakat.
29
  
Istilah Keluarga Berencana (KB) telah dikenal sejak 
pemerintahan Orde Baru, didirikan tahun 1970 dan menjelma menjadi 
suatu gerakan bersifat nasional yang bergerak dalam sebuah lembaga 
yang bernama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau 
disingkat BKKBN.
30
 
2. Tujuan Keluarga Berencana 
Tujuan daripada KB diantaranya yaitu untuk menurunkan 
angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, serta memerangi 
HIV dan AIDS. 
31
 Selain tujuan tersebut di atas pengaturan kehamilan 
atau KB dijadikan program pemerintah untuk mengatasi masalah 
kependudukan, diantaranya yaitu: 
a. Tujuan demografis 
Merupakan upaya penurunan tingkat pertumbuhan 
penduduk. Sehingga dapat terwujudnya penduduk yang tumbuh 
seimbang melalui pelembagaan keluarga kecil bahagia sejahtera.
32
 
Dengan demikian hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 
serta pendapatan negara semakin dapat dirasakan. 
 
                                                          
       
29
 Sabrur Rohim, “Argumen Program Keluarga Berencana ..., hlm. 149. 
       
30
 Sapiudin Shidiqh, Fikih Kontemporer ..., hlm. 19. 
       
31
 Tukiran (ed.), Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi ..., hlm. 18. 
       
32
 Al-Fauzi, “Keluarga Berencana Perspektif Islam ..., hlm. 4. 
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b. Tujuan normatif 
Yaitu menciptakan suatu norma pada masyarakat agar 
timbul kecenderungan untuk menyukai jumlah keluarga yang 
relatif kecil yaitu Catur Warga atau Panca Warga.
33
  
Dalam literatur lain mengatakan bahwa tujuan dari program 
Keluarga Berencana yaitu:
34
 
a. Menjaga kesehatan dan keselamatan ibu setelah melahirkan. 
b. Mencegah akan timbul bahaya pada urusan dunia yang kadang-
kadang bisa mempersulit ibadah dan mengerjakan hal yang 
dilarang dengan alasan karena anak. 
c. Menjaga kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan anak. 
d. Mencegah terjadinya kehamilan pada wanita yang masih meyusui, 
karena terkadang melakukan azl saja belum tentu aman. 
 
B. Macam-macam Alat Kontrasepsi 
Kata kontrasepsi berasal dari bahasa latin yang tersusun dari kata 
contra yang artinya melawan dan concipire yang berarti hamil. 
Kontrasepsi yaitu penggunaan suatu alat atau obat untuk merencanakan 
kehamilan. Sedangkan alat kontrasepsi yaitu alat yang digunakan untuk 
mencegah atau mengatur terjadinya kehamilan.
35
 Dalam program Keluarga 
                                                          
      
33
 Ibid., hlm. 5. 
      
34
 Yusuf Qaradhawi, Halal dan Haram, (Bandung: Penerbit Jabal, 2007), hlm. 206-207. 
      
35
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ..., hlm. 325. 
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Berencana banyak sekali pilihan alat kontrasepsi yang dapat digunakan 
oleh akseptor sesuai dengan kebutuhannya di antaranya yaitu, kondom, 
IUD, pil, suntikan, sterilisasi, dll. Tujuan dari alat kontrasepsi itu sendiri di 
antaranya yaitu: 
a. Mencegah terjadinya ovulasi 
b. Melumpuhkan sperma 
c. Menghalangi pertemuan sperma dengan sel telur 
Untuk lebih jelasnya kontrasepsi dibedakan menjadi dua metode 
yaitu di antaranya:
36
 
1. Cara Kontrasepsi Sederhana: 
a. Tanpa memakai alat atau obat, yang disebut dengan cara 
tradisional, yaitu: 
1) Senggama terputus, atau disebut juga dengan azl dan coitus 
interuptus, artinya menarik alat kelamin suami dari liang 
vagina istri pada saat sebelum terjadi pemancaran sperma 
(ejakulasi).
37
 Dengan arti lain bersetubuh tapi spermanya 
dikeluarkan di luar vagina.
38
 
2) Pantangan berkala atau sistem kalender, yaitu menyetubuhi 
wanita pada saat-saat tertentu ketika sedang dalam masa tidak 
subur. 
                                                          
       
36
 Ibid., hlm. 326. 
       
37
 Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama, (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2004), hlm. 69. 
       
38
 Ahmad Zahro, Fiqh Kontemporer (Buku 1), (Jakarta: PT Qaf Media Kreativa, 2016), hlm. 
173. 
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b. Menggunakan alat atau obat 
1) Kondom, merupakan sarung karet atau kantong karet yang 
menutupi kemaluan laki-laki pada waktu bersetubuh untuk 
mencegah sperma masuk ke dalam vagina. Dapat pula 
mencegah IMS termasuk AIDS.
39
  
2) Diafragma atau cap, penggunaan alat ini yaitu wanita 
memasang suatu alat dari karet atau plastik di dalam liang 
senggama, yang dibuat sedemikian rupa hingga menutupi jalan 
masuk sperma ke rahim.
40
 
3) Cream, jelly dan cairan berbusa, atau disebut dengan 
spermicide, yaitu suatu bahan kimia yang menghentikan gerak 
atau melumpuhkan spermatozoa di dalam vagina sehingga 
tidak dapat membuahi sel telur.
41
 
2. Kontrasepsi Dengan Metode Efektif: 
a. Tidak permanen 
1) Pil, adalah tablet campuran bahan progestin dan progesteren 
yang bekerja dalam tubuh wanita untuk mencegah terjadinya 
ovulasi dan melakukan perubahan pada endometrium.
42
 
2) IUD (Intra Uterina Device) atau AKDR (Alat Kontrasepsi 
Dalam Rahim) atau lebih dikenal juga dengan sebutan spiral.
43
 
                                                          
       
39
 Center For Communication Programs, “Metode Kontrasepsi”, Makalah pada Pelatihan 
Motivator Pilihanku, t.t., hlm. 3. 
       
40
 Al-Fauzi, “Keluarga Berencana Perspektif Islam..., hlm. 7. 
       
41
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ..., hlm. 327. 
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 Al-Fauzi, “Keluarga Berencana Perspektif Islam..., hlm. 6. 
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Alat kontrasepsi yang dipasang pada rahim wanita untuk 
mencegah kehamilan. Terdiri atas lippessloop (spiral), multi 
load dan cooper-T terbuat dari plastik halus dililit dengan 
tembaga tipis.
44
 
3) Suntikan, yaitu menginjeksikan cairan ke dalam tubuh wanita 
yang disebut cairan Devo Provera, Net Den dan Noristerat. 
Cara kerjanya yaitu menghalangi kerja ovulasi, menipiskan 
endometrin sehingga nidasi tidak mungkin terjadi.
45
  
4) Susuk KB, yaitu berupa levemorgestrel, terdiri dari enam 
kapsul yang diinsersikan di bahwah kulit lengan bagian dalam 
kira-kira 6 sampai 10 cm dari lipatan siku.
46
 
b. Permanen 
1) Tubektomi, adalah metode kontrasepsi permanen berupa 
pemblokiran saluran tuba yang mengakibatkan sel telur tidak 
bisa masuk ke dalam rahim.
47
 Cara memblokir saluran tuba 
dapat dilakukan dengan beberapa cara, bisa menggunakan 
implan, klip, atau cincin serta dengan memotong atau 
mengikat. 
                                                          
       
44
 Al-Fauzi, “Keluarga Berencana Perspektif Islam ..., hlm. 7. 
       
45
 Ibid., hlm. 6. 
       
46
 Ibid. 
        
47
 Mutaroh Akmal, dkk., Ensiklopedi Kesehatan Untuk Umum, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 
2010), hlm. 350. 
23 
 
 
 
2) Vasektomi, adalah pemotongan saluran sperma yang 
menghubungkan buah zakar dengan kantong sperma sehingga 
tidak lagi ada sel sperma dalam ejakulasi pria.
48
 
c. Cara Keluarga Berencana lainnya yang dapat digunakan untuk 
mengendalikan kelahiran 
1) Abortus, adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi 
sebelum janin dapat hidup di luar kandungan.
49
 Hal ini sangat 
kontroversi di kalangan masyarakat. Islam telah membolehkan 
seorang muslim untuk mencegah kehamilan karena suatu 
alasan yang mengharuskannya, maka dari itu Islam tidak 
membenarkan mengggugurkan kandungan.
50
 
2) Induksi haid (menstrual regulation), secara bahasa berarti 
mengatur menstruasi/haid namun pada praktiknya pengertian 
tersebut disalahgunakan. Sedangkan pengertian dari MR ialah 
pengaturan menstruasi (haid) pada wanita yang terlambat 
datang bulan dan terbukti dari hasil laboratoris ia positif hamil 
lalu bermaksud menggugurkan kandungan wanita yang mulai 
mengandung.
51
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 Ibid., hlm. 361. 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ..., hlm. 331. 
       
50
 Yusuf Qaradhawi, Halal dan Haram ..., hlm. 209. 
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C. Sterilisasi 
Sterilisasi merupakan metode Keluarga Berencana permanen, 
namun ada juga yang mengatakan semi permanen karena sterilisasi dapat 
diupayakan rekanalisai. Sterilisasi sering disebut juga dengan usaha 
memandulkan pria maupun wanita. Meskipun dianggap sebagai tindakan 
memandulkan, tetapi tidak dapat disamakan dengan istilah infertilisasi. 
Infertilisasi (kemandulan) yaitu berkurangnya kesanggupan untuk 
berkembang biak, tanpa melalui proses operasi.
52
 Sterilisasi umumnya 
dibagi menjadi dua, yaitu:  
1. Vasektomi 
Vasektomi merupakan sterilisasi khusus pria. Di Indonesia 
vasektomi atau sering juga dikenal dengan MOP (Medis Operasi Pria) 
adalah operasi untuk sterilisasi (pemandulan) pria dengan cara 
mengikat atau memotong saluran sperma/mani dari bawah buah zakar 
sampai ke kantong sperma.
53
 Pengertian lain dari vasektomi yaitu 
operasi pemotongan vas deferens sehingga air mani tidak mengandung 
spermatozoa.
54
  
Lebih jelasnya vasektomi merupakan tindakan penutupan 
(pemotongan, pengikatan, penyumbatan) kedua saluran mani sebelah 
                                                          
       
52
 Sabarudin Bintang, “Tinjauan Hukum Islam ..., hlm. 21. 
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 Ahmad Zahro, Fiqh Kontemporer (Buku 1) ..., hlm. 173. 
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kanan dan kiri, sehingga pada waktu senggama cairan mani tidak dapat 
keluar membuahi sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.
55
  
Seorang pria yang telah melakukan vasektomi masih terus 
memproduksi sel benih yang diproduksi oleh buah zakar. Hanya saja, 
karena salurannya telah diputus, sel benih tidak dapat keluar bersama 
ejakulasi. Sel-sel benih tersebut akan diserap lagi oleh tubuh dan tidak 
membahayakan kesehatan. Vasektomi juga tidak mempengaruhi 
hormon testosteron sehingga tidak mengurangi gairah seks pria.
56
 
Dalam melakukan vasektomi hanya diperlukan operasi ringan 
dan mati rasa setempat (lokal anestesi). Operasi ini hanya 
membutuhkan waktu kira-kira 10 menit dan tidak memerlukan 
perawatan rumah sakit.
57
 Selama kurang lebih 6 minggu akseptor harus 
memakai kondom ketika melakukan persetubuhan karena 
kemungkinan masih terdapat spermatozoa. Untuk memastikan bahwa 
spermatozoa tidak keluar lagi dapat dilakukan pemeriksaan 
mikroskopis.
58
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Vasektomi atau sterilisasi pada pria ada beberapa bentuk, di 
antaranya yaitu:
59
 
a. Vasektomi dengan pisau 
Setelah diberikan anestesi lokal dilakukan irisan pada kulit 
scrotum atau pada dua tempat di atas masing-masing vas deferens, 
kedua vas tampak sebagai saluran yang putih dan agak kenyal pada 
perabaan. Vas dapat di bedakan dari pembuluh-pembuluh darah, 
karena tidak berdenyut. 
b. Vasektomi tanpa pisau 
Vasektomi tanpa pisau dilakukan tanpa mengiris kulit, jadi 
tidak memakai pisau sama sekali, yaitu dengan cara: 
1) Saluran diikat bersama-sama dengan kulit scrotum, dengan cara 
mencobloskan jarum dengan benang sampai kebawah saluran 
mani. 
2) Dapat juga di suntikkan ke dalam saluran mani. 
3) Saluran mani dapat dibakar dengan mencobloskan jarum kauter 
halus melalui kulit ke dalam saluran mani. 
c. Vasektomi tanpa memotong saluran mani 
Cara ini dilakukan tanpa memotong saluran mani setelah 
kulit dibuka dan saluran mani ditampilakn, saluran mani kemudian 
                                                          
       
59
 Muhammad Hidayat, “Analisis Terhadap Perubahan Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
Tentang  Hukum Vasektomi  Dan Tubektomi”, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Syari‟ah dan 
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diikat kemudian di-insisi, dapat juga di-insisi kecil kemudian 
dimasukkan semacam spiral kecil ke dalam lumen saluran mani. 
Pada umumnya vasektomi tidak memiliki efek samping jangka 
panjang, kecuali jika terjadi infeksi saat perawatan pasca operasi yang 
tidak bagus atau karena faktor lain dan bukan karena vasektomi itu 
sendiri.
60
 Vasektomi tidak berpengaruh pada fungsi seksual pria, 
mereka tetap merasakan hasrat seksual, ereksi, ejakulasi, dan 
merasakan kepuasan.
61
 
2. Tubektomi  
Tubektomi yaitu suatu krontrasepsi permanen untuk mencegah 
keluarnya ovum dengan cara tindakan mengikat atau memotong kedua 
saluran tuba.
62
 Tubektomi merupakan suatu operasi rongga perut atau 
melalui vagina yang mengakibatkan  sel telur atau ovum tidak dapat 
mencapai rongga rahim sehingga tidak dapat terjadi pembuahan. 
Pembedahan biasanya dilakukan dengan pembiusan umum, dan 
menggunakan alat bantu berupa teleskop khusus yang disebut 
laparoskop. Teleskop berupa pipa kecil bercahaya dan berkamera 
dimaksukan melalui sebuah sayatan kecil di perut untuk menentukan 
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lokasi tuba falopi. Sebuah sayatan lainnya kemudian dibuat untuk 
memasukkan alat pemotong tuba falopi. Biasanya, ujung-ujung tuba 
falopi kemudian ditutup dengan jepitan. Cara lainnya yang lebih 
tradisional yang disebut laparotomi tidak menggunakan teleskop dan 
membutuhkan sayatan yang lebih besar.
63
 
Kontrasepsi MOW (Medis Operasi Wanita) ini memiliki angka 
kegagalan yang paling kecil (baik secara teoritis maupun praktek) 
dibandingkan dengan alat kontrasepsi yang lain.
64
 Operasi yang 
dilakukan ini tidak memberikan pengaruh terhadap persetubuhan, dan 
juga menstruasinya akan tetap berjalan seperti biasa.
65
 
Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam proses 
tubektomi, antara lain:
66
 
a. Cara radiasi, yaitu dengan merusak fungsi ovarium, sehingga tidak 
dapat lagi menghasilkan hormon-hormon yang mengakibatkan 
wanita menopause. 
b. Cara operatif, terdiri dari beberapa teknik antara lain: 
1) Ovarektomi yaitu mengangkat atau memiringkan kedua 
ovarium, yang efeknya sama dengan radiasi. 
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2) Tubektomi yaitu mengangkat seluruh tuba agar wanita tidak 
bisa lagi hamil, karena saluran tersebut sudah bocor. 
3) Ligasi tuba, yaitu mengikat tuba, sehingga tidak dapat lagi 
dilewati ovum (sel telur). 
c. Cara penyumbatan tuba, yaitu dengan menggunakan zat-zat kimia 
untuk menyumbat lubang tuba dengan teknik suntikan. 
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BAB III 
MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWA TENTANG STERILISASI 
 
A. Pandangan Umum Tentang Majelis Ulama Indonesia 
1. Sejarah Singkat Majelis Ulama Indonesia 
Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disingkat menjadi 
MUI adalah lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, 
zu‟ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, 
membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.  
MUI berdiri sebagai hasil dari musyawarah para ulama, 
cendekiawan dan zu‟ama yang datang dari berbagai penjuru tanah air. 
Dari musyawarah tersebut, dihasilkan sebuah kesepakatan untuk 
membentuk wadah tempat bermusyawarah para ulama, zu‟ama dan 
cendekiawan. Berdirinya MUI ini tidak luput dari campur tangan 
pemerintah yang menginginkan dengan berdirinya MUI ini dapat 
menegakkan dan mengontrol ekspresi publik tentang Islam di bawah 
bantuan negara (dalam hal ini adalah Departemen Agama) sekaligus 
sebagai saluran alternatif pemerintah untuk berkomunikasi dengan 
komunitas muslim.
67
  
Pada tanggal 12-18 Rajab 1395 H atau bertepatan dengan 
tanggal 21-27 Juli 1975 dilaksanakan Musyawarah Nasional I Majelis 
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Ulama Indonesia di balai Sidang Jakarta.
68
 Hasil dari Munas I tersebut 
adalah pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah, atau bertepatan dengan 
tanggal 26 Juli 1975, disepakati sebagai hari berdirinya Majelis Ulama 
Indonesia.
69
 Tanda berdirinya MUI tersebut diabadikan dalam bentuk 
“Piagam” berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani 
oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 Ketua MUI Daerah Tingkat  I, 
10 ulama dari organisasi Islam tingkat pusat, 4 ulama dari dinas 
rohaniah Islam angkatan darat, udara, laut dan polri, serta 13 ulama 
undangan perorangan.
70
 
Pertama kali yang menjabat sebagai ketua MUI pada tahun 
1975-1981 adalah Hamka, beliau adalah seorang yang alim dari 
kelompok modernis. Keilmuannya diakui secara internasional dan di 
tahun 1959, Universitas Al-Azhar Kairo memberikan penghargaan 
Doktor Kehormatan.
71
  
Ketua MUI yang kedua adalah Syukri Ghazali dengan masa 
jabatan dari tahun 1981-1983 dari kelompok Nahdlatul Ulama. Jabatan 
ketua selanjutnya dipegang oleh Hasan Basri dari tahun 1983-1990 
yang merupakan penasehat dan mantan aktivis politik Masyumi. 
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Dalam periode jabatannya Hasan Basri menjabat sebagai ketua MUI 
sebanyak dua periode.
72
  
Selanjutnya MUI dipimpin oleh Muhammad Ali Yafie dari 
tahun 1990-2000. Di tahun 2000-2014 jabatan dipegang oleh Sahal 
Mahfudz. Selanjutnya kepemimpinan dipegang oleh Din Syamsuddin 
yang hanya berlangsung satu tahun yaitu tahun 2014-2015. Sedangkan 
yang menjabat sebagai ketua umum MUI dari tahun 2015 hingga 
sekarang ialah Ma‟ruf Amin.73 
Tujuan dari didirikannya MUI adalah untuk mengamalkan 
ajaran Islam untuk ikut serta mewujudkan masyarakat yang aman, 
damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah yang diridhoi oleh 
Allah SWT dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila. Tujuan tersebut tercantum dalam Munas III yang 
berlangsung pada 23 Juli, Pasal 3 Pedoman Dasar MUI yang telah 
disempurnakan.
74
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2. Visi dan Misi75 
a. Visi 
Terciptanya kondisi masyarakat kebangsaan dan 
kenegaraan yang baik memperoleh ridho dan ampunan Allah SWT 
(Baldatun Thoyibatun wa Robbun Ghofur) menuju masyarakat 
yang berkualitas (Khoiru Ummah) demi terwujudnya kejayaan 
Islam dan kaum muslimin (Izzul Islam wal Muslim) dalam wadah 
negara kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari 
rahmat bagi seluruh alam (Rahmatal Lil „Alamin) 
b. Misi  
1) Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara 
efektif, dengan menjadikan ulama sebagai panutan (qudwah 
hasanah) sehingga mampu mengarahkan dan membina umat 
Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, 
serta menjalankan syariah Islamiyah. 
2) Melaksanakan dakwah Islam, amar ma‟ruf nahi munkar dalam 
mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat 
berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan. 
3) Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam 
mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah 
negara kesatuan Republik Indonesia. 
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3. Kategori dan Jenis Fatwa 
Selama kurang lebih 43 tahun MUI berdiri sudah banyak fatwa 
yang dikeluarkan MUI. Fatwa adalah memberi penjelasan tentang 
hukum syara‟ (Islam) berdasarkan al-Qur‟ann, sunnah, ijma‟, qiyas 
atau dalil-dalil syar‟i lain pada suatu persoalan sebagai suatu bentuk 
jawaban bagi peminta fatwa.
76
 Fatwa yang dikeluarkan MUI dibagi 
dalam tiga kategori yaitu; Pertama, tentang kehalalan produk 
makanan, minumam, obat-obatan, dan kosmetika; Kedua, fatwa 
tentang masalah ibadah dan masalah-masalah yang berkaitan dengan 
sistem keagamaan dan sistem kemasyarakatan, seperti perkembangan 
pemikiran dan lain sebagainya; Ketiga, fatwa yang berkaitan dengan 
masalah ekonomi Islam dan aktivis lembaga keuangan syariah 
(ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional/DSN-MUI).
77
 
Selain kategori diatas, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dibagi 
menjadi 4 jenis, yaitu:
78
 
a. Fatwa Komisi Fatwa MUI 
Fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI setelah 
melakukan pengkajian terhadap suatu permasalahan. Beberapa 
fatwa yang dikeluarkan belakangan ini adalah fatwa tentang hukum 
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menggunakan atribut non muslim, fatwa perihal shalat jumat di 
tempat selain masjid, dan lain-lain. 
b. Fatwa Dewan Syari‟ah Nasional MUI 
Dewan Syariah Nasional MUI dibentuk dalam rangka 
mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah 
perekonomian. Mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang 
perekonomian dan keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan 
tuntunan syariat Islam. Dewan Syariah Nasional membantu pihak 
terkait seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lain-
lainnya dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga 
keuangan syariah.
79
 Beberapa fatwa yang dihasilkan oleh DSN-
MUI adalah tentang giro, pedoman investasi reksa dana, dan lain 
sebagainya. 
c. Fatwa Hasil Munas MUI 
Musyawarah Nasional MUI adalah forum nasional lima 
tahunan MUI, dan fatwa hasil Munas MUI adalah fatwa yang 
dikeluarkan oleh MUI ketika pelaksanaan Munas. Hasil dari 
Munas terakhir yang dilaksanakan tahun 2015 lalu yaitu fatwa 
kriminalisasi hubungan suami istri dan fatwa tentang 
pendayagunaan harta zakat, infaq, sedekah dan wakaf untuk 
pembangunan sarana air bersih dan sanitasi. 
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d. Fatwa Ijtima‟ Ulama 
Fatwa ijtma‟ ulama adalah hasil pertemuan seluruh komisi 
fatwa se-Indonesi untuk membahas masalah-masalah strategis 
kebangsaan dan keumatan. Pada tanggal 7-10 Mei 2018 yang lalu 
telah dilaksanakan Ijtima‟ Ulama VI yang menghasilkan fatwa 
diantaranya yaitu masalah fikih terkait istitha‟ah kesehatan dalam 
haji, safari wukuf, badal melempar jumrah dan lain-lain.
80
 
 
4. Metode Penetapan Fatwa 
Dibentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI) salah satu 
tujuannya adalah  menjadi rujukan umat Islam di Indonesia untuk 
mencari jawaban tentang permasalahan hukum Islam yang sedang 
dihadapi. Memang tidak semua fatwa yang keluar dari MUI akan 
digunakan oleh umat Islam khususnya di Indonesia, karena tidak 
semua tahu dan paham tentang fatwa tersebut.  
Kerap kali umat Islam hanya memahami hukum itu secara 
tekstual saja, sehingga mereka menganggap fatwa yang dikeluarkan 
MUI tidak sesuai dengan Al-Qur‟an dan Hadis. Meskipun terkadang 
dalam praktiknya, memang terkadang pedoman penetapan fatwa tidak 
diikuti oleh MUI secara konsisten.  
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Secara umum MUI telah menyusun Pedoman Penetapan Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia pertama kali dirumuskan tahun 1976. 
Kemudian mengalami beberapa kali revisi yaitu pertama tanggal 18 
Januari 1986 dan revisi yang kedua tanggal 2 Oktober 1997.
81
 Hasil 
dari revisi kedua tersebut menghasilkan Pedoman Penetapan Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997.
82
 Dalam 
pedoman tersebut telah ditetapkan bahwa Majelis Ulama Indonesia 
dalam menetapkan fatwa tentunya sudah dipertimbangkan matang-
matang berdasarkan Al-Qur‟an, Hadis, Ijma‟, Qiyas dan dalil muktabar 
lainnya, seperti Istihsan, Maslahah Mursalah, dan Saad adz 
Dzari‟ah.83 Dari sekian banyak sumber hukum tersebut diatas, berikut 
penjelasannya: 
a. Al-Qur‟an 
Al-Qur‟an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada 
Nabi Muhammad SAW tertulis dalam mushaf berbahasa Arab, 
yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, dan membacanya 
mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat al-Fatihah dan 
diakhiri dengan surat an-Nas.
84
 Ulama sepakat bahwa Al-Qur‟an 
adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad 
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SAW dan dapat disaksikan oleh seluruh umat manusia sepanjang 
zaman.
85
 
Isi dari Al-Qur‟an telah menjelaskan dasar-dasar hukum 
secara terperinci dalam lapangan „aqidah, tetapi dalam lapangan 
ibadah dan mu‟amalah hanya diberikan petujuk-petunjuknya secara 
garis besar. Keumuman Al-Qur‟an dalam menjelaskan hukum-
hukumnya masih memerlukan penjelas lain yaitu hadits nabi. Oleh 
karena itu, ulama menetapkan bahwa lafaz Al-Qur‟an terkadang 
zhanny (dugaan yang kuat) dan adakalanya qath‟i (jelas dan 
kuat).
86
  
b. Hadits 
Hadits adalah segala sesuatu yang dirujuk atau disandarkan 
kepada Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, 
maupun ketetapannya. Hadits berfungsi sebagai penjelas nash yang 
masih dalam bentuk garis besar, membatasi keumuman nash 
tersebut atau menetapkan hukum yang belum nyata-nyata disebut 
dalam Al-Qur‟an. Terkadang hadits juga dapat dikatakan sebagai 
sumber hukum yang berdiri sendiri karena membawa hukum yang 
tidak disebutkan dalam Al-Qur‟an, seperti masalah memberikan 
warisan kepada nenek. 
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c. Ijma‟ 
Ijma‟ adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa 
setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara‟ yang 
bersifat praktis („amaly).87 Peristiwa atau  masalah-masalah hukum 
yang dihadapi umat Islam tidaklah terhenti setelah meninggalnya 
Nabi Muhammad SAW. Masalah yang dihadapi terus berkembang 
mengikuti zaman. Karena itu, alternatif lain ditempuh untuk 
menentukan suatu hukum dari suatu peristiwa, yaitu melalui ijtihad 
para mujtahid dan mengambil keputusan secara bersama. 
Keputusan hukum bersama ini disebut ijma‟, sebagai dalil ketiga 
yang disepakati ulama untuk menjadi sumber hukum Islam.
88
 
d. Qiyas 
Qiyas yaitu upaya menghubungkan (menyamakan) hukum 
dari suatu peristiwa yang belum ditentukan hukumnya dalam nash 
dengan hukum dari suatu peristiwa lain yang hukumnya disebutkan 
di dalam nash. Penghubung (penyamaan) hukum didasarkan atas 
kesamaan „illat antara dua peristiwa yang bersangkutan. Dengan 
cara ini berarti para mujtahid telah mengembalikan ketentuan 
hukum sesuatu kepada sumbernya Al-Qur‟an dan Hadits.89 
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Pada hakikatnya qiyas merupakan pengembangan hukum 
yang sudah ada ketentuannya secara jelas dalam nash atas masalah-
masalah lain yang belum ada ketentuannya dalam nash. Dapat juga 
dikatakan bahwa qiyas merupakan penafsiran terhadap maksud 
suatu nash, tetapi bukan berarti penambahan terhadap hukum yang 
terdapat dalam nash itu sendiri.
90
 
e. Istihsan 
Dilihat dari segi kebahasaan istihsan berarti “menganggap baik 
suatu hal”.91 Sedangkan definisi dari istihsan adalah penetapan 
hukum dari seorang mujtahid terhadap suatu masalah yang 
menyimpang dari ketetapan hukum yang diterapkan pada masalah-
masalah yang serupa, karena ada alasan yang lebih kuat yang 
menghendaki dilakukannya penyimpangan itu.
92
 Maksudnya yaitu  
karena adanya suatu faktor yang mendorong sehingga keluar dari 
keterkaitan suatu kaedah, yang dipandang justru akan lebih dekat 
dengan tujuan syara‟, dibandingkan seandainya tetap terpaku dan 
berpegang teguh pada suatu kaedah. Maka dari itu digunakan 
istihsan dalam pemecahan suatu kasus lebih kuat dari penggunaan 
dalil qiyas.
93
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Pengertian lain dari istihsan yaitu perpindahan dari suatu 
hukum yang telah ditetapkan oleh dalil syara kepada hukum lain 
karena ada dalil syara yang mengharuskan perpindahan ini sesuai 
dengan jiwa syari‟ah Islam.94  
f. Maslahah mursalah 
Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak 
disebut oleh syara‟ dan tidak pula terdapat dalil yang menyuruh 
mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan 
akan memberi kebaikan atau kemaslahatan dalam masyarakat.
95
 
Adapun syarat maslahah mursalah menurut Imam Malik ada tiga 
yaitu: Pertama, adanya persesuaian antara maslahat yang 
dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-
tujuan syari‟at; Kedua, maslahat harus masuk akal; Ketiga, 
penggunaan dalil maslahat adalah dalam rangka menghilangkan 
kesulitan yang mesti terjadi.
96
 Pada hakikatnya, keberadaan 
maslahat adalah dalam rangka merealisasikan maqasid as-syari‟, 
meskipun secara langsung tidak terdapat nash yang 
menguatkannya. 
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g. Saad adz-dzari‟ah 
Secara harfiah, saad adz-dzari‟ah terdiri dari dua kata yaitu 
saad yang berarti penghalang atau sumbat, dan dzari‟ah yang 
berarti jalan.
97
 Sedangkan dzari‟ah menurut istilah ahli hukum 
Islam, ialah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang 
diharamkan atau dihalalkan.  
Sebelum menetapkan suatu fatwa, harus terlebih dahulu 
dilakukan kajian komprehensif guna memperoleh deskripsi utuh 
tentang objek masalah (tashawwur al-masalah), rumusan masalah, 
termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis 
dari berbagai aspek hukum (norma syariah) yang berkaitan dengan 
masalah tersebut.
98
 Kajian komprehensif yang di maksud adalah telaah 
atas pandangan fukaha mujtahid masa lalu, pendapat para imam 
madzab dan ulama yang muktabar, telaah atas fatwa-fatwa yang 
terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang difatwakan. 
Tahap selanjutnya dalam memberikan fatwa, para ulama 
terlebih dahulu merumuskan persoalan yang memerlukan penjelasan 
sesuai dengan bidang yang diperlukan. Kemudian disampaikan kepada 
para ulama lain untuk diteliti secara seksama. Jika terdapat perbedaan 
pendapat di kalangan ulama, maka akan diadakan pertemuan untuk 
membahasa persoalan tersebut sampai mendapatkan rumusan 
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penjelasan utuh yang dapat diterima dan sesuai dengan dalil naqli 
maupun aqli.
99
 Dalam pembahasan persoalan tertentu, seperti masalah 
kesehatan dan kedokteran, komisi fatwa memerlukan bantuan dari 
pihak luar dengan mengundang orang yang ahli di bidangnya untuk 
memberikan penjelasan dan informasi.
100
 
Dalam memberikan fatwa mengenai masalah yang sudah 
terdapat ketentuannya secara jelas dalam al-Qur‟an maupun hadis atau 
dalam keduanya, maka hukum tersebut disampaikan apa adanya karena 
masalah tersebut tidak termasuk ranah ijtihad sehingga tidak perlu 
berijtihad dalam menetapkan status hukumnya. 
 
5. Kedudukan Fatwa Sebagai Sumber Hukum 
Dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia, 
fatwa ulama tidak termasuk di dalamnya. Fatwa sesungguhnya 
hanyalah sebuah Legal Opinion yang tidak mengikat.
101
 Namun pada 
kenyataannya, bagi umat Islam fatwa adalah menjadi salah satu acuan 
dan pedoman dalam pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan 
sehari-hari. 
Bagi orang awam, untuk mengatasi beberapa persoalan tentang 
agama wajib bertanya kepada orang yang ahli di bidangnya jika 
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memang dia tidak mengetahui atau karena keterbatasan kemampuan 
yang dimiliki, sesuai dengan perintah Allah dalam Q.S. Al- Anbiyaa‟ 
ayat 7 yang berbunyi : 
...              
“... maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika 
kamu tidak mengetahui.”102 
Perintah bertanya kepada orang ahli yang bersifat umum ini 
mencakup perintah meminta fatwa kepada mufti/fuqaha seperti yang 
ditegaskan oleh Al-Ghazali berikut:
103 
 ىُماَعَْلا َِي ِاَاَيُعْلا  ُاَِّاِاَ  ُاَفَتِفْت ِْإَِا ِوْهَيَل ُبُ  
“Orang awam wajib meminta fatwa (kepada mufti) dan mengikuti 
pendapat ulama.” 
Keberadaan fatwa sangat penting dalam rangka untuk 
memberikan penjelasan dan penerangan kepada umat terlebih lagi 
yang berkaitan dengan status hukum maupun kepantasan dan etika 
menurut agama.
104
 Fatwa diharapkan dapat memberikan penjelasan, 
kekonkretan terhadap umat Islam, dan aplikasinya.  
Menurut Atho‟ Mudzhar yang menyatakan bahwa pertanyaan 
dan persoalan hukum semakin meningkat baik kuantitas ataupun 
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kualitas, sehubungan dengan kompleksitas masalah dalam kehidupan 
masa kini yang muncul sebagai dampak berkembangnya ilmu 
pengetahuan dan teknologi modern.
105
 Maka dari itu sangat dibutuhkan 
fatwa-fatwa baru yang sesuai dengan perkembangan zaman yang pesat 
ini, dengan catatan tanpa melupakan kaidah-kaidah yang ada. 
Qaradhawi mengatakan bahwa kedudukan fatwa dan mufti 
dalam Islam sangat strategis dan penting dalam masyarakat Islam. 
Selain itu, fatwa selakyaknya dijadikan ensiklopedia ilmu berkenaan 
dengan ajaran Islam yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, akidah, 
ilmu pengetahuan, sampai persoalan budaya.
106
 
 
B. Fatwa Tentang Sterilisasi 
1. Deskripsi Masalah107 
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, pada 1979 telah 
memfatwakan bahwa vasektomi/tubektomi hukumnya haram. Fatwa 
yang ditetapkan pada 13 Juni 1979 ini diputuskan setelah membahas 
kertas kerja yang disusun oleh KH. Rahmatullah Siddiq, KHM. Syakir 
dan, KHM. Syafi‟i Hadzami. 
Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, kini 
vasektomi dapat dipulihkan kembali pada situasi semula. 
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Menyambung saluran spermatozoa (vas deferen) dapat dilakukan oleh 
ahli urologi dengan penggunaan operasi mikroskopik. Tetapi, 
kemampuan untuk dapat mempunyai anak kembali akan sangat 
menurun tergantung lamanya tindakan vasektomi. 
Vasektomi, yang dalam terminologi BKKBN dikenal dengan 
istilah MOP (Medis Operasi Pria) merupakan salah satu metode 
kontasepsi efektif yang masuk dalam sistem program BKKBN. 
Kelebihan metode kontrasepsi ini adalah memiliki efek samping sangat 
kecil, tingkat kegagalan sangat kecil dan berjangka panjang. 
 
2. Dasar Penetapan 
Terdapat beberapa ayat, hadits maupun kaidah ushuliyyah dan 
fiqhiyyah yang menjadi dasar penetapan fatwa tentang sterilisasi ini, 
berikut pemaparannya: 
a. QS. Al-An‟am: 151 
                          
                        
                          
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                     
          
Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu 
oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu 
dengan Dia, berbuat baiklah kepada kedua orang ibu bapak, dan 
janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut 
kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada 
mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang 
keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, 
dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. 
Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu 
memahami(nya). [QS. Al-An‟am: 151] 
 
b. QS. Al-Isra: 31 
                        
            
Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut 
kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka 
dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah 
suatu dosa yang besar. [QS. Al-Isra: 31] 
 
c. QS. Al-Syura: 50 
                       
    
“... atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan 
perempuan (kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia 
menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia 
Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. [QS. Al-Syura:50] 
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d. QS. Al-An‟am: 137 
                
                       
             
Dan demikianlah pemimpin pemimpin mereka telah menjadikan 
kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik 
membunuh anak-anak untuk membinasakan mereka dan untuk 
mengaburkan bagi mereka agama-Nya. Dan kalau Allah 
menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya maka 
tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. [QS. Al-
An‟am:137] 
 
e. QS. An-Nisa‟: 119 
              
                  
              
“... dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan 
membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh 
mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka 
benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka 
(mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya”. 
Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai pelindung selain 
Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. [QS. 
An-Nisa‟: 119]  
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f. Hadits Nabi SAW, riwayat Ad-Darimi: 
 َل ْلا ن ُا ِغ ْه َر َة  َق َلا : َن َه َر ى  ُت ْو ُل  ِالل  صلى الله عليه وسلم َل ْن  َا ْأ ِد  ْلا َا َن ِتا  َا ُل ُق ْو َق 
 ْا ُل  م َه ِتا  َا َل ْن  َم ْن َا ع  َى ٍتا  َا َل ْن  ِق ْه َل  َا َق َلا  َا َك ْث َر ِة   سلا َؤ ِلا  َا ِإ َض َلا َة 
 ْلا َا ِلا )يمرادلا ها ر( 
Dari Mughirah ra ia berkata: “Rasulullah SAW melarang 
mengubur anak perempuan (hidup-hidup), durhaka pada orang 
tua, menarik pemberian, berkata tanpa jelas sumbernya (hanya 
katanya-katanya), banyak meminta, dan menghambur-hamburkan 
harta. [HR. Al-Darimi] 
 
g. Hadits Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad: 
 ِتاَص ِّاَن َفُاْلا ُنَعْي َي صلى الله عليه وسلم ِالل َلْوُتَر ُتْعَِسَ : َلَاق ٍدْوُعْسَم ِنْب ِنَل
 ِالل َقْيَخ َنْ ِّيَّغ ُي تِلا لا ِتَاِشِْوُاْلاَ ِتاَج
ِّيَت َفُاْلاَ))دحمأ ها ر 
Dari Ibn Masud ra ia berkata: “Saya mendengar Rasulullah SAW 
melaknat perempuan yang memendekkan rambutnya, membuat 
tato yang merubah ciptaan Allah”. [HR. Ahmad] 
 
h. Kaidah Ushuliyyah 
 ِوِِيئ اَتَا ْنَل ٌيْه َن  ِْي شلا ِنَل ُيْه  نلا 
“Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap 
sarana-sarananya” 
i. Kaidah Ushuliyyah 
اًمَدَلَا اًدْوُجُا ِوِف يِل َعَُمرْاُدَي ُمُْكْلْا 
“Penetapan hukum tergantung ada tidaknya „illat” 
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j. Kaidah Fiqhiyyah 
 ِةَنِكْمَْلاَ ِةَنِمْزَْلا ِ يَّغ َِفب ِمَكْحَْلا ُر  هَغ َِ ُرَكْن ُي َلَ ِِدئاَوَعْلاَ ِلاَوْحَْلاَ  
“Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya 
perubahan waktu, tempat, kondisi, dan kebiasaan” 
Dari sekian banyak dasar penetapan fatwa yang telah 
dipaparkan diatas, terdapat dasar penetapan fatwa baru. Di mana 
perbedaan tersebut hanya terdapat dalam fatwa sterilisasi yang 
keempat yaitu tahun 2012. Dapat dikatakan bahwa dasar penetapan 
yang baru inilah yang menjadikan hukum sterilisasi memiliki sedikit 
kelonggaran. Terdapat enam tambahan dasar penetapan fatwa 
diantaranya sebagai berikut:
108
 
a. Fatwa MUI Tanggal 13 Juni 1979 yang menetapkan bahwa 
vasektomi/tubektomi hukumnya haram. Fatwa yang ditetapkan 
pada 13 Juni 1979 ini diputuskan setelah membahas kertas kerja 
yang disusun oleh KH. Rahmatullah Siddiq, KHM. Syakir, dan 
KHM. Syafi‟i Hadzami, yang menegaskan bahwa; (i) pemandulan 
dilarang oleh agama; (ii) vasektomi/tubektomi adalah salah satu 
bentuk pemandulan; dan (iii) di Indonesia belum dapat dibuktikan 
bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung kembali. 
 
                                                          
        
108
 Keputusan Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV Tahun 2012 perihal Vasektomi 
tentang Masaail Fiqhiyyah Mu‟ashirah, 1 Juli 2012. 
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b. Hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III di Padang 
Panjang Sumatera Barat pada 2009 yang memutuskan bahwa 
pratek vasektomi hukumnya haram. Hal ini mengingat vasektomi 
sebagai alat kontrasepsi dilakukan dengan memotong saluran 
sperma, dan hal itu berakibat terjadinya kemandulan tetap. Upaya 
rekanalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin pulihnya 
tingkat kesuburan kembali yang bersangutan. 
c. Surat Kementrian Kesehatan Nomor TU.05.02/V/1016/2012 yang 
menyatakan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ikatan 
Ahli Urologi Indonesia (IAUI) bahwa pasca tindakan vasektomi 
dapat dilakukan rekanalisasi (penyambungan kembali 
spermatozoa), di mana tindakan rekanalisasi tersebut pada saat ini 
telah terbukti berhasil mengembalikan fungsi saluran spermatozoa 
serta memulihkan kesuburan seperti sebelum dilakukan vasektomi. 
Hasil rekanalisasi ini dapat dipertanggung jawabkan, baik secara 
medis maupun profesional. 
d. Penjelasan Perhimpunan Dokter Spesialis Urologi Indonesia 
(IAUI), vasektomi adalah tindakan memotong dan mengikat 
saluran spermatozoa (vas deferens) dengan tujuan menghentikan 
aliran spermatozoa, sehingga air mani tidak mengandung 
spermatozoa pada saat ejakulasi tanpa mengurangi volume air 
mani. Dalam penjelasan tersebut , ada dua unsur tindakan dalam 
vasektomi, yaitu memotong saluran yang asalnya tersambung dan 
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kemudian mengikatnya untuk kepentingan menghentikan aliran 
spermatozoa. Tindakan memotong adalah masuk kategori taghyir 
yang tidak dibenarkan secara syar‟i kecuali ada kondisi tertentu 
yang mengharuskan adanya pemotongan (dlarurah atau hajah). 
e. BKKBN Jawa Timur dalam situs resmi menyatakan bahwa satu 
kelemahan vasektomi adalah tidak dapat dilakukan pada orang 
yang masih ingin mempunyai anak lagi. Ini menunjukkan 
vasektomi pada hakikatnya dipersiapkan sebagai alat kontrasepsi 
yang permanen, dan tidak ditujukan bagi orang yang bertujuan 
untuk mengatur kelahiran (tanzhim al-nasl). 
f. Jawaban BKKN Pusat atas pertanyaan tentang untung ruginya 
vasekomi, sebagaimana tertera dalam laman resminya, sebagai 
berikut: Vasektomi merupakan metode kontrasepsi mantap 
(Kontap) jadi salah satu syarat menjadi peserta vasektomi adalah 
pasangan suami istri yang sudah tidak ingin menambah jumlah 
anak dikemudian hari, karena walaupun bisa dilakukan rekanalisasi  
(penyambungan kembali) saluran sperma tetapi kembalinya 
kesuburan tidak seperti semula dan biaya rekanalisasi itu relatif 
mahal. 
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3. Penetapan Hukum Tentang Sterilisasi Dalam Keluarga Berencana 
 
Tahun  Penetapan Hukum 
1979 
Vasektomi hukumnya haram karena:
109
 
a. Pemandulan dilarang oleh agama. 
b. Vasektomi/tubektomi adalah salah satu usaha 
pemandulan. 
c. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa 
vasektomi/tubektomi dapat disambung 
kembali. 
1983 
a. Melakukan vasektomi (usaha mengikat atau 
memotong saluran benih pria (vas deferens), 
sehingga pria itu tidak dapat lagi 
menghamilkan) dan tubektomi (usaha 
mengikat atau memotong kedua saluran telur, 
sehingga wanita itu pada umumnya tidak 
dapat hamil lagi) bertentangan dengan 
hukum Islam (haram), kecuali dalam keadaan 
sangat terpaksa (darurat) seperti untuk 
menghindarkan penularan penyakit dari 
ibu/bapak terhadap anak keturunannya yang 
bakal lahir atau terancamnya jiwa si janin 
                                                          
       
109
 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis..., hlm. 11 
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apabila ia mengandung atau melahirkan 
lagi.
110
 
b. Menganjurkan kepada pemerintah untuk 
melarang pelaksanaan vasektomi, tubektomi 
dan abortus bagi umat Islam, serta 
meningkatkan pengawasan terhadap 
penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi yang 
ada kemungkinan dipergunakan untuk 
perbuatan maksiat.
111
 
2009 
Vasektomi hukumnya haram karena:
112
 
a. Vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB 
sekarang ini dilakukan dengan memotong 
saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya 
kemandulan tetap.  
b. Upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) 
tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan 
kembali yang bersangkutan.  
2012 
Vasektomi hukumnya haram, kecuali:
113
 
a. Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari‟at. 
b. Tidak menimbulkan kemandulan permanen. 
c. Ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi 
                                                          
       
110
 Muhyidin, “Fatwa MUI Tentang Vasektomi: ..., hlm. 78. 
       
111
 Ibid., hlm. 79. 
       
112
 Keputusan Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III ... 
       
113
 Keputusan Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia IV ... 
55 
 
 
 
yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi 
seperti semula. 
d. Tidak menimbulkan bahaya (madarat) bagi 
yang bersangkutan. 
e. Tidak dimasukkan ke dalam program dan 
metode kotrasepsi mantap. 
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BAB IV 
ANALISIS PERUBAHAN PENETAPAN HUKUM STERILISASI DALAM 
KELUARGA BERENCANA 
 
A. Alasan Perubahan Penetapan Hukum Sterilisasi Dalam Keluarga 
Berencana 
Majelis Ulama Indonesia berdiri sejak tahun 1975, tepatnya pada 
tanggal 26 Juli. Munculnya lembaga fatwa, atau yang lebih dikenal dengan 
MUI memberikan referensi bagi umat Islam yang ada di Indonesia untuk 
dimintai fatwa atau pendapat mengenai permasalahan-permasalahan yang 
baru. Seiring berjalannya waktu, masalah yang muncul semakin 
berkembang yang terkadang tak secara langsung terdapat dalam nash. 
Salah satu contohnya fatwa tentang vasektomi/tubektomi. 
Fatwa tentang vasektomi/tubektomi muncul pertama kali pada 
tahun 1979 yang telah dirumuskan pada Sidang Komisi Fatwa Majelis 
Ulama Indonesia, tanggal 13 Juli 1977.
114
 Pada saat itu, pemerintah sedang 
gencar-gencarnya melakukan program pembangunan.
115
 Salah satu 
program untuk mendukung suksenya program pembangunan yaitu melalui 
program Keluarga Berencana. Melalui program tersebut pemerintah 
berharap agar bisa menekan lajunya pertumbuhan penduduk yang tidak 
dibarengi dengan perekonomian yang mapan. Para ulama yang 
sebelumnya keberatan akan adanya program KB karena dianggap sebagai 
usaha menghentikan kelahiran, pada akhirnya membolehkan KB selama 
                                                          
       
114
 MUI, Himpunan Fatwa ..., hlm. 11. 
       
115
 Sabrur Rohim, “Argumen Program Keluarga Berencana ..., hlm. 149 
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tidak menggunakan alat yang menghentikan kelahiran secara tetap 
(vasektomi dan tubektomi),
116
 dengan kata lain MUI hanya membolehkan 
program KB yang bersifat sementara. Hal ini didasarkan pada ijtihad 
ulama‟ setelah mereka mengqiyaskan kontrasepsi yang bersifat sementara 
dengan azl (senggama terputus).  
MUI mengatakan bahwa akan ikut serta dalam usaha memastikan 
kejayaan program Keluarga Berencana, yang tujuannya adalah untuk 
merendahkan kepesatan pertumbuhan penduduk dan menciptakan warga 
negara Indonesia sejahtera-bahagia, maka usaha tersebut perlu 
didukung.
117
 Namun, program Keluarga Berencana ini terancam tidak 
berjalan dengan lancar karena MUI mengeluarkan fatwa tentang larangan 
penggunaan IUD, fatwa tersebut menjadi pukulan telak bagi 
pemerintah.
118
 Alasan larangan tersebut dikarenakan bahwa dalam 
pemasangan alat kontrasepsi IUD dilakukan dengan memasukkan alat 
kontrasepsi ke dalam rahim yang melibatkan kegiatan melihat aurat 
wanita. 
Dikeluarkannya fatwa larangan penggunaan IUD mengakibatkan 
berkurangnya partisipan sampai setengah juta lebih pada tahun 1972.
119
 
Karena itu pemerintah membujuk para ulama untuk melegalkan secara 
agama penggunaan IUD. Pada tahun 1983, barulah MUI mengeluarkan 
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fatwa diperbolehkannya penggunaan IUD dalam program Keluarga 
Berencana. 
Seiring berjalannya waktu, program KB tidak hanya berorientasi 
pada pengendalian populasi dan penurunan fertilisasi saja.
120
 Tujuan dari 
KB yaitu untuk memberikan kesejahteraan dan juga menjamin kesehatan 
baik untuk ibu maupun anaknya. Bahkan KB yang biasanya identik 
dengan urusan para wanita, kini pria pun dapat berpartisipasi dalam 
mengikuti program KB. Dari beberapa metode KB yang ada, peran pria 
dalam penggunaan alat kontrasepsi terbatas hanya pada penggunaan 
kondom dan vasektomi. 
Vasektomi merupakan operasi untuk sterilisasi (pemandulan) pria 
dengan cara mengikat atau memotong saluran sperma/mani dari bawah 
buah dzakar sampai ke kantong sperma.
121
 Jika hal serupa dilakukan pada 
wanita disebut dengan tubektomi, yaitu operasi rongga perut atau melalui 
vagina yang mengakibatkan sel telur atau ovum tidak dapat mencapai 
rongga rahim sehingga tidak dapat terjadi pembuahan. Dengan kata lain 
tubektomi yaitu suatu kontrasepsi permanen untuk mencegah keluarnya 
ovum dengan cara tindakan mengikat atau memotong kedua saluran 
tuba.
122
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Dapat dilihat bagaimana gambaran tentang dinamika hukum 
penggunaan IUD diatas, lalu bagaimana dengan hukum sterilisasi? Dimana 
sterilisasi (vasektomi/tubektomi) yang notabene dianggap sebagai usaha 
pemandulan. Dapat dilihat bahwa, dalam kurun waktu kurang dari 40 
tahun MUI sudah mengeluarkan 4 fatwa mengenai sterilisasi.  
Pemahaman bahwa sterilisasi merupakan usaha pemandulan 
membuat MUI mengeluarkan fatwa haram tentang vasektomi/tubektomi. 
Dalam fatwa yang ditetapka pada 13 Juni 1979 dengan jelas dikatakan 
bahwa pemandulan dilarang oleh agama. Tidak sampai disitu saja, pada 
dasarnya tindakan sterilisasi baik untuk pria maupun wanita menurut Islam 
pada dasarnya haram (dilarang), karena ada beberapa alasan yaitu:
123
 
1. Sterilisasi (vasektomi/tubektomi) bisa mengakibatkan kemandulan 
tetap. Hal ini bertentangan dengan tujuan pokok dari suatu perkawinan 
menurut Islam, yakni perkawinan antara laki-laki dan wanita selain 
bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan suami istri dalam hidupnya 
di dunia dan di akhirat, juga untuk mendapatkan keturunan yang sah 
yang diharapkan menjadi anak sebagai penerus cita-citanya. 
2. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan 
sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi  (saluran mani/telur). 
3. Melihat aurat orang lain (aurat besar). 
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Sterilisasi dapat pula dikatakan sebagai tahdid an-nasl ialah 
memutuskan keturunan, berbeda dengan metode kontrasepsi yang lainnya 
yang bertujuan hanya untuk mengatur keturunan (tanzhim an-nasl).
124
 
Dalam QS. As-Syura ayat 50 Allah berfirman:  
                            
Artinya : 
“... atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan 
(kepada siapa) yang dikehendaki-Nya, dan Dia menjadikan mandul siapa 
yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa.” 
Selanjutnya proses “memotong” dalam vasektomi maupun 
tubektomi masuk kategori taghyir yang tidak dibenarkan secara syar‟i 
kecuali dalam keadaan darurat.
125
 Seperti dalam hadits yang diriwayatkan 
oleh Imam Ahmad:  
 ِتاَجِّيَت َفُاْلاَ ِتاَص ِّاَن َفُاْلا ُنَعْي َي صلى الله عليه وسلم ِالل َلْوُتَر ُتْع
َِسَ : َلَاق ٍدْوُعْسَم ِنْب ِنَل
 ِالل َقْيَخ َنْ ِّيَّغ ُي تِلا لا ِتَاِشِْوُاْلاَ))دحمأ ها ر 
“Dari Ibn Masud ra ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW 
melaknat perempuan yang memendekkan rambutnya, membuat tato yang 
merubah ciptaan Allah.”126   
Fatwa pertama yang ditetapkan tahun 1979 tersebut dengan tegas 
menyatakan keharamannya. MUI yang pada awalnya mendukung program 
Keluarga Berencana namun malah memberikan kesan menentang program 
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tersebut. Meskipun memang tidak secara langsung menentang program 
Keluarga Berencana, namun beberapa fatwa yang dikeluarkan menentang 
penggunaan beberapa alat atau metode kontrasepsi. Karena berkurangnya 
akseptor setelah dikeluarkan fatwa tersebut, pemerintah berusaha 
membujuk MUI untuk melakukan revisi terhadap fatwanya. 
Pada tanggal 17-30 0ktober 1983 diadakan Musyawarah Nasional 
Kependudukan, Kesehatan, dan Pembangunan yang mana salah satu 
pembahasannya mengenai Masalah Keluarga Berencana.
127
 Dalam hasil 
Munas ini MUI kembali menegaskan bagaimana hukum vasektomi 
maupun tubektomi adalah bertentangan dengan hukum Islam (haram).
128
 
Namun sepertinya ada sedikit kelonggaran yang dituliskan dalam fatwa 
tahun 1983 ini yaitu adanya pengecualian dalam keadaan yang sangat 
terpaksa (darurat) seperti untuk menghindarkan penularan penyakit dari 
ibu/bapak terhadap anak keturunannya yang bakal lahir atau terancamnya 
jiwa si janin bila ibu mengandung atau melahirkan lagi. Dikeluarkannya 
fatwa ini bukan untuk membatalkan fatwa ulama tahun 1979, tetapi 
sebagai sebuah koreksi atas dasar argumentasi yang disampaikan dalam 
fatwa ulama sebelumnya.
129
 
Setelah dikeluarkannya fatwa hasil Munas tahun 1983, dengan 
diberikannya sedikit kelonggaran yang telah dipertimbangkan dengan 
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matang oleh para ulama, sepertinya pemerintah masih merasa belum puas. 
Menjelang dilaksanakannya forum Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa Se-
Indonesia ke III tahun 2009 yang bertepatan dengan tanggal 26 Januari, 
Pemerintah cq Departemen Kesehatan RI dan BKKBN berusaha 
mendekati dan memohon agar MUI merevisi hukum vasektomi dari haram 
menjadi mubah atau tidak haram.
130
 Pemerintah menganggap bahwa salah 
satu hambatan program KB pria khususnya vasektomi adalah karena fatwa 
haram MUI. Maka dari itu dibuat lah argumentasi bahwa vasektomi 
memungkinkan direkanalisasi, sehingga alasan haram berupa pemandulan 
permanen dapat terbantahkan.
131
 Tetapi MUI tidak begitu saja menerima 
argumentasi tersebut. Dalam menetapkan sebuah hukum diperlukan 
ketelitian dan kehati-hatian, begitu pula yang dilakukan MUI pada saat itu. 
MUI menganggap bahwa argumen tersebut tidak cukup kuat karena 
kurang atau tidak adanya bukti, sehingga para ulama tetap menganggap 
vasektomi sebagai usaha pemandulan. Karena negosiasi yang dilakukan 
pemerintah dengan para ulama gagal, maka lahirlah fatwa ketiga tentang 
vasektomi tahun 2009 dengan ketentuan hukum haram. Dalam fatwa 
tersebut dituliskan bahwa upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) 
tidak menjamin pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan, 
sehingga belum cukup untuk dijadikan dalil baru agar bisa merubah 
hukum yang sebelumnya. 
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Selang waktu kurang lebih tiga tahun, yaitu tahun 2012 menjelang 
dilaksanakannya forum Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke IV, 
pemerintah kembali mengajukan dan menguatkan argumentasi yang 
berkaitan dengan bukti keberhasilan rekanalisasi. Berdasarkan Surat 
Kementrian Kesehatan Republik Indonesia No. TU.05.02/V/1016/2012, 
tanggal 11 Juni 2012 tentang Permohonan Peninjauan Vasektomi, terdapat 
dua bukti yang diajdikan sebagai penguat:
132
 
1. Pemerintah (BKKBN Provinsi Jawa Tengah) dengan menggandeng 
MUI Provinsi Jawa Tengah dan MUI Kabupaten Situbondo ( Jawa 
Timur) menemukan bukti nyata bahwa rekanalisasi benar-benar 
berhasil, yaitu pernyataan dan testimoni Mbah Poleng (Njoto 
Djatmiko), asal Surabaya dengan istri keduanya melahirkan dua orang 
anak perempuan dan laki-laki, setelah lebih kurang satu tahun 
direkanalisasi. Sebelumnya dia telah melakukan vasektomi beberapa 
tahun dengan istri pertamanya yang kemudian meninggal 
(melaksanakan vasektomi September 1988, melakukan rekanalisasi 13 
Juli 1999, anak pertama perempuan lahir 17 Juni 2000, anak kedua 
laki-laki lahir 8 Desember 2006). Bukti berupa pernyataan dan 
testimoni yang bersangkutan terlampir. 
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2. Kecuali bukti tersebut huruf a, juga dikuatkan dengan bukti pernyataan 
Perhimpunan Dokter Spesialis Urologi Indonesia (IAUI), tanggal 9 
Juni 2012, dilaksanakan di Hotel Aston Bogor, bahwa rekanalisasi 
secara medis profesional bisa berhasil. 
Berdasarkan isi surat tersebut, pemerintah berharap agar MUI 
mempertimbangkan bukti yang telah diberikan. Pada tanggal 29 Juni – 2 
Juli 2012 MUI melaksanakan forum Ijtima‟ yang membahas salah satunya 
tentang masalah-masalah Fikih Kontemporer, dimana di dalamnya dibahas 
pula tentang vasektomi. Usaha yang dilakukan pemerintah kali ini menuai 
keberhasilan. Pasalnya fatwa keempat tentang vasektomi yang yang 
ditetapkan di Cipasung tanggal 1 Juli 2012 menegaskan bahwa vasektomi 
hukumnya haram, kecuali:
133
 
1. Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari‟at; 
2. Tidak menimbulkan kemandulan permanen; 
3. Ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan 
fungsi reproduksi seperti semula; 
4. Tidak menimbulkan bahaya (mudlarat) bagi yang bersangkutan, dan 
5. Tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi mantap.  
Meskipun dikatakan haram dengan pengecualian, dapat dipahami 
pula bahwa maksudnya adalah mubah dengan syarat.
134
 Tetap dengan 
sikap kehati-hatiannya, MUI memberikan rekomendasi kepada pemerintah 
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agar tidak mengkampanyekan vasektomi secara terbuka, umum dan masal 
sebagai salah satu bentuk alat kontrasepsi untuk masyarakat. Karena 
vasektomi dimungkinkan hanya untuk orang –orang tertentu yang 
memenuhi persyaratan sebagaimana diatas. Pemerintah diharuskan 
melakukan sosialisasi secara baik, transparan dan obyektif mengenai 
manfaat dan bahaya vasektomi bagi masyarakat, termasuk biaya yang 
mahal dalam rekanalisasi, dan kemungkinan kegagalan yang tinggi. Jika 
dilihat isi fatwa keempat ini secara utuh, agaknya MUI masih berat untuk 
mengatakan bahwa dibolehkannya melakukan sterilisasi. MUI mengutip 
dari laman resmi BKKBN Pusat mengenai untung ruginya vasektomi 
dijelaskan bahwa, vasektomi merupakan metode kontrasepsi mantap 
(Kontap) jadi salah satu syarat menjadi peserta vasektomi adalah pasangan 
suami istri yang sudah tidak ingin menambah jumlah anak lagi dikemudian 
hari, karena walaupun bisa dilakukan rekanalisasi (penyambungan 
kembali) saluran sperma tetapi kembalinya kesuburan tidak seperti semula 
dan biaya rekanalisasi itu relatif mahal.
135
 Dari pernyataan tersebut dengan 
kata lain bahwa syarat ketiga yang mengatakan adanya jaminan dapat 
dilakukan rekanalisasi yang dapat mengembalikan fungsi reproduksi 
semula agaknya sedikit sulit untuk dipenuhi. 
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B. Metode Penetapan Hukum MUI Tentang Sterilisasi Dalam Keluarga 
Berencana 
 1979 1983 2009 2012 
Hukum Haram  Haram (ada 
pengecualian) 
Haram  Haram 
kecuali.../ 
Mubah 
dengan 
syarat 
Mufti K. H. 
Rahmatullah 
Shiddiq 
(Alm), K. H. 
M. Syakir, K. 
H. Syafi‟i al-
Hadzami, 
dan K. H. M. 
Syukri 
Ghozali  
K. H. Hasan 
Basri 
Prof. Dr. H. 
Ali Mustafa 
Ya‟qub, MA 
Prof. Dr. H. 
Hasanudin 
AF, MA 
Alasan 
Peruba
han 
Sterilisasi 
mengakibat
kan 
kemandulan
, merubah 
Permintaan 
pemerintah, 
dan sebagai 
koreksi fatwa 
vasektomi 
Permintaan 
pemerintah 
dan argumen 
dimungkinka
nnya 
Adanya 
bukti 
keberhasilan 
rekanalisasi 
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ciptaan 
Tuhan, dan 
melihat 
aurat orang 
lain 
tahun 1979 rekanalisasi 
Metode Qiyas  Maslahah 
mursalah 
Qiyas  Adanya 
„Illat baru 
 
1. Fatwa Pertama Tanggal 13 Juni 1979  
Fatwa pertama tentang vasektomi yang ditetapkan pada 13 Juni 
1979 dalam Sidang Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 
13 Juli 1977 menghasilkan diktum fatwa sebagai berikut, 
Vasektomi/Tubektomi hukumnya haram, karena:
136
 
a. Pemandulan dilarang oleh agama. 
b. Vasektomi/Tubektomi adalah salah satu usaha pemandulan. 
c. Di Indonesia belum dapat dibuktikan bahwa Vasektomi/Tubektomi 
dapat disambung kembali. 
Pemandulan dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan 
dengan hukum Islam dan bertentangan pula dengan tujuan dari sebuah 
pernikahan. Karena salah satu tujuan dari sebuah pernikahan adalah 
untuk menghasilkan keturunan. Syariat Islam menganjurkan agar 
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memperbanyak anak keturunan karena dapat memperlemah eksistensi 
kaum muslim dengan makin berkurangnya jumlah mereka, karena hal 
itu mirip dengan perbuatan kaum jahiliyah yang berburuk sangka 
kepada Allah.
137
 Sterilisasi (vasektomi/tubektomi) merupakan hal yang 
bertentangan dengan tujuan pernikahan tersebut karena sterilisai 
mengakibatkan suami tidak dapat menghamili, begitu pula sebaliknya 
istri tidak dapat hamil kembali. Metode KB sterilisasi ini memang 
digolongkan metode yang efektif, karena tingkat keberhasilannya 
dalam mencegah kehamilan tinggi. Tetapi kelemahannya yaitu, jika 
sewaktu-waktu pasutri menginginkan punya anak kembali itu tidak 
bisa. Karena memang pada saat itu belum ditemukan teknologi untuk 
mengembalikan kondisi akseptor seperti semula. 
Vasektomi dan tubektomi dianggap sebagai pengebirian karena 
kedua hal tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu memandulkan atau 
menghilangkan kapasitas manusia untuk berkembang biak. Meskipun 
ahli urologi mengatakan bahwa kedua hal tersebut berbeda, namun 
tidak bisa merubah prinsip para ulama untuk mengatakan bahwa hal 
tersebut hukumnya adalah haram. Para ulama yang mengharamkan 
kebiri berdalil dengan hadits Ibnu Mas‟ud ra yang mengatakan: 
  ُك ن َن ا ْغ ُز َم ا َع  َر ُت ْو ِل  ِالل  َا َل ْه َس  َم َع َن ِن ا َسا ٌ  َف ُق ْي َن َأ ا لَ  َن ْس َف ْخ ِص َي َف ؟ َن َه َن ا 
 َر ُت ْو َل  ِالل  َل ْن  َذ ِلا َك  َا َر  خ َص  َل َن َأ ا ْن  َن ْن ِك َح  ْا ِل ْر َأ َة  ِب ثل ْو ِب  ِا َل َأ  َج ٍل           
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“Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami 
tidak bersama istri-istri. Lalu, kami bertanya kepada Nabi SAW, 
„Bolehkah kami melakukan pengebirian?‟. Maka Nabi SAW 
melarangnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)138 
Dalam hal ini ulama menggunakan metode qiyas dalam 
menetapkan hukum sterilisasi. Dengan meng-qiyas-kan 
vasektomi/tubektomi adalah sebagai furu‟, kepada kebiri yang menjadi 
ashal dengan „illat memandulkan yang terdapat pada 
vasektomi/tubektomi dan juga terdapat pada kebiri. 
Selain alasan tersebut diatas, sterilisasi yang melibatkan 
pemotongan saluran sperma ataupun saluran telur dianggap merubah 
ciptaan Tuhan. Dalam surat An-Nisa‟ ayat 119 dikatakan bahwa:  
                 
                    
            
“...dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan 
membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh 
mereka (memotong telinga-telinga binatang), lalu mereka benar-benar 
memotong, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), 
lalu benar-benar mereka merubahnya”. Barang siapa yang 
menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka 
sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.  
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Dikuatkan lagi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam 
Ahmad:  
 ِتاَجِّيَت َفُاْلاَ ِتاَص ِّاَن َفُاْلا ُنَعْي َي صلى الله عليه وسلم ِالل َلْوُتَر ُتْع
َِسَ : َلَاق ٍدْوُعْسَم ِنْب ِنَل
 ِالل َقْيَخ َنْ ِّيَّغ ُي تِلا لا ِتَاِشِْوُاْلاَ))دحمأ ها ر    
Dari Ibn Masud ra ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW 
melaknat perempuan yang memendekkan rambutnya, membuat tato 
yang merubah ciptaan Allah”.139 
 
Berdasarkan semua alasan dan metode yang digunakan ulama 
untuk menetapkan hukum sterilisasi, pada akhirnya memberikan 
kesimpulan bahwa sterilisasi (vasektomi/tubektomi) hukumnya adalah 
haram menurut syariat Islam. 
 
2. Fatwa Kedua Hasil Munas Tanggal 20 Oktober 1983 
Hasil Munas tahun 1983 tentang Keluarga Berencana mengenai 
vasektomi:
140
 
a. Melakukan vasektomi (usaha mengikat/memotong saluran benih 
pria (vasdeferens), sehingga pria itu tidak dapat menghamilkan) 
dan tubektomi (usaha mengikat atau memotong keddua saluran 
telur, sehingga wanita itu pada umumnya tidak dapat hamil lagi) 
bertentangan dengan hukum Islam (haram), kecuali dalam keadaan 
sangat terpaksa (darurat) seperti untuk menghindarkan penularan 
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penyakit dari ibu/bapak terhadap anak keturunannya yang bakal 
lahir atau terancamnya jiwa si janin bila ia mengandung atau 
melahirkan lagi. 
b. Menganjurkan kepada pemerintah untuk melarang pelaksanaan 
vasektomi, tubektomi dan abortus bagi Umat Islam, serta 
meningkatkan pengawasan terhadap terhadap penyalahgunaan alat-
alat kontrasepsi yang ada kemungkinan dipergunakan untuk 
perbuatan maksiat. 
Fatwa kedua ini ditetapkan atas permintaan pemerintah, 
sebagaimana larangan penggunaan IUD, larangan vasektomi dan 
tubektomi-pun dianggap pemerintah sebagai penghambat terwujudnya 
keberhasilan program KB Nasional. Oleh karena itu, pemerintah secara 
tegas membujuk MUI untuk menarik kembali fatwa tersebut. Demi 
menghindari perpecahan karena terjadi kesalah fahaman antara MUI 
dengan Menteri Agama RI, ketua umum MUI Prof. Hamka rela 
mengundurkan diri dari jabatannya. 
Setelah mundurnya Hamka, lahirlah fatwa kedua yang 
ditetapkan oleh ketua sidang pada saat itu yang dipegang oleh K. H. 
Hasan Basri. Fatwa tentang sterilisasi ini mulai ada sedikit 
kelonggaran hukum dengan alasan dalam keadaan yang sangat 
terpaksa. Berdeda dengan fatwa pertama yang dengan tegas dinyatakan 
keharamannya. Rukhsah atau keringanan dalam fatwa ini hanya 
diberikan kepada akseptor dalam kondisi dimana ia memiliki penyakit 
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menular yang dapat mengancam jiwa si janin. Hal ini berarti 
penurunan penyakit kepada janin atau ancaman jiwa si janin oleh MUI 
dianggap sebagai sebuah madharat yang besar, bahkan lebih besar 
dibanding memandulkan. Syarat yang diberikan tersebut 
menggambarkan bahwa fatwa ini dibuat dengan prinsip maslahah. Al-
maslahat menurut al-Gazali adalah apa-apa yang mendatangkan 
manfaat atau menolak mudharat.
141
 Arti yang sederhana itulah yang 
semula digunakan oleh Imam Gazali. Namun karena “mendatangkan 
manfaat dan menghindarkan mudharat” itu merupakan maksud atau 
keinginan manusia, bukan maksud Allah, sedangkan maslahat itu 
adalah maksud dari Allah yang membuat hukum, maka Imam Gazali 
membuat rumusan baru memelihara tujuan syara‟.142 Sedangkan tujuan 
syara‟ sehubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, 
akal, keturunan dan harta. Berdasarkan hal tersebut, upaya pencegahan 
kehamilan karena suami atapun istri memiliki penyakit berbahaya yang 
dapat menular sehingga akan mengancam jiwa janin/anak bisa juga 
kepada ibu yang sedang hamil, maka bisa disebut dengan memelihara 
jiwa.  
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 Amir Syarifuddin, USHUL FIQH Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 232.  
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3. Fatwa Ketiga Hasil Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-
Indonesia III Tanggal 20 Januari 2009 
Pada tahun 2009, MUI kembali mengeluarkan fatwa tentang 
vasektomi dengan diktum fatwa Vasektomi hukumnya haram, 
karena:
143
 
a. Vasektomi sebagai alat kontrasepsi KB sekarang ini dilakukan 
deengan memotong saluran sperma. Hal itu berakibat terjadinya 
kemandulan tetap. 
b. Upaya rekanalisasi (penyambungan kembali) tidak menjamin 
pulihnya tingkat kesuburan kembali yang bersangkutan. 
Berdasarkan hasil Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke 
III Tahun 2009, MUI kembali memperketat hukum sterilisasi seperti 
fatwa yang pertama. Argumen pemerintah yang mengatakan bahwa 
vasektomi dapat dilakukan rekanalisasi nyatanya tidak merubah prinsip 
para ulama, terlebih lagi belum ada bukti konkrit yang diberikan 
pemerintah kepada MUI atas keberhasilan dilakukannya rekanalisasi. 
Pemerintah berharap bila rekanalisasi dapat dilakukan maka akan 
menghapuskan pandangan bahwa vasektomi maupun tubektomi 
merupakan pemandulan permanen. Akan tetapi, pemerintah belum 
mempunyai bukti untuk mendukung argumennya tersebut. Sehingga, 
MUI kembali kepada prinsip fatwa yang pertama dengan 
menggunakan metode qiyas. 
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4. Fatwa Keempat Hasil Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-
Indonesia IV Tanggal 1 Juli 2012 
Fatwa terakhir tentang vasektomi ini mengalami perubahan 
yang cukup signifikan. Pada tahun 2012, MUI kembali melaksanakan 
Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke IV yang salah satunya 
membahas mengenai vasektomi, kemudian menghasilkan ketentuan 
hukum bahwa Vasektomi hukumnya haram, kecuali:
144
 
a. Untuk tujuan yang tidak menyalahi syari‟at. 
b. Tidak menimbulkan kemandulan permanen. 
c. Ada jaminan dapat dilakukan rekanalisasi yang dapat 
mengembalikan fungsi reproduksi seperti semula. 
d. Tidak menimbulkan bahaya (mudlarat) bagi yang bersangkutan. 
e. Tidak dimasukkan ke dalam program dan metode kontrasepsi 
mantap. 
Rekomendasi:
145
 
a. Pemerintah diminta tidak mengampanyekan vasektomi secara 
terbuka, umum dan masal sebagai salah satu bentuk alat 
kontrasepsi untuk masyarakat. Vasektomi dimungkinkan hanya 
untuk orang-orang tertentu yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana di atas. 
b. Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara baik, transparan dan 
objektif mengenai manfaat dan bahaya vasektomi bagi masyarakat, 
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termasuk biaya yang mahal terhadap praktek rekanalisasi jika 
menginginkan untuk penyambungan kembali, dan kemungkinan 
kegagalan yang tinggi. 
c. Perlu ada edukasi kepada masyarakat untuk bertanggung jawab 
dalam kehidupan keluarga, dengan kewajiban menyiapkan 
keturunan yang sehat dan unggul serta tidak meninggalkan 
generasi yang lemah dan tidak berpendidikan. 
d. Pemerintah perlu memastikan bahwa penggunaan alat kontrasepsi 
KB harus digunakan untuk hal yang legal, untuk tujuan mengatur 
keturunan (tanzhim al-nasl) dan mewujudkan keluarga sakinah 
serta mencegah terjadinya penggunaan alat kontrasepsi untuk 
tujuan dan aktifitas yang diharamkan seperti perzinahan, 
pembatasan keturunan (tahdid al-nasl), pemandulan (ta‟qin) dan 
sejenisnya. 
Terbuktinya keberhasilan rekanalisasi yang didukung oleh 
fakta keberhasilan rekanalisasi di Surabaya tahun 1999 dan pernyataan 
dokter ahli urologi Indonesia (IAUI) 12 Juni 2012, menjadi alasan 
MUI merevisi fatwa tentang vasektomi. Bukti tersebut yang 
diharapkan pemerintah untuk menghapus stigma bahwa 
vasektomi/tubektomi merupakan pemandulan permanen. Dahulu 
alasan pengharaman sterilisasi karena pemandulan dilarang oleh 
agama, vasektomi/tubektomi merupakan usaha pemandulan, dan 
belum dibuktikannya bahwa vasektomi/tubektomi dapat disambung 
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kembali.
146
 Namun saat ini sudah terbukti bahwa vasektomi/tubektomi 
bukan merupakan pemandulan bahwa setelah dilakukannya 
rekanalisasi akseptor dapat memiliki keturunan kembali. Di mana telah 
dibuktikan oleh Mbah Poleng (Njoto Djatmiko) setelah melakukan 
vasektomi tahun 1988, kemudian melakukan 
rekanalisasi/penyambungan kembali tahun 1999 dan setahun kemudian 
dikaruniai keturunan. 
Berdasarkan ketentuan hukum yang menyertakan lima syarat 
ditambah empat butir rekomendasi kepada pemerintah, memberikan 
kesan bahwa MUI atau sebagian dari ulama merasa agak keberatan 
atau merasa ragu terhadap implementasinya terutama dalam penerapan 
syarat yang telah ditentukan. Di balik penerimaannya terhadap adanya 
„illat baru berupa keberhasilan rekanalisasi yang didukung oleh fakta 
keberhasilan rekanalisasi di Surabaya tahun 1999 dan pernyataan 
dokter ahli urologi Indonesia (IAUI) 12 Juni 2012, masih menyimpan 
keraguan bagi sebagian ulama. „Illat adalah sesuatu yang 
memberitahukan adanya hukum. Permasalahan dalam dinamika fatwa 
MUI tentang vasektomi pada dasarnya tidak lepas dari penentuan „illat 
hukum yang ada, yang mana „illat hukum tersebut dipengaruhi oleh 
fakta-fakta di lapangan. Apakah keberhasilan rekanalisasi di Indonesia 
yang baru terbukti satu-dua ini bisa digunakan menjadi „illat hukum?  
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Keraguan itu bisa dimaklumi karena anggapan mereka 
sebelumnya tentang 3 fatwa vasektomi yang telah dikeluarkan adalah 
haram. Sehingga mungkin saja dalam mindset para ulama tertanam 
bahwa hukum asal vasektomi adalah haram. Namun yang haram itu 
bisa mendapat rukhsah (dispensasi) menjadi mubah apabila dalam 
keadaan darurat atau ada hajat mendesak.
147
   
Bagi kalangan ulama tradisional, penerimaan terhadap 
perubahan hukum itu perlu proses panjang, waktu yang cukup lama 
dan perlu beradaptasi. Selain keraguan mengenai adanya „illat hukum 
yang baru, lahirnya fatwa vasektomi tahun 2012 ini juga bisa dianggap 
karena permintaan pemerintah.
148
 Secara resmi pemerintah 
menyampaikannya melalui surat resmi Kementrian Kesehatan 
Republik Indonesia No. TU.05.02/V/1016/2012, tanggal 11 Juni 2012 
perihal permohonan peninjauan fatwa vasektomi. Semakin 
menambahkan kesan bahwa fatwa ini muncul dengan setengah hati. 
Meskipun fatwa tentang vasektomi dan tubektomi telah 
mengalami beberapa kali perubahan namun dapat kita lihat bahwa, 
MUI selalu berusaha menjaga konsistensi hukum yang ditetapkan agar 
tidak keluar dari kaidah yang ada. Permintaan dari pihak pemerintah 
ternyata tidak membuat MUI menjadi ulama yang dengan mudah 
memberikan label halal untuk setiap permasalahan yang baru dan 
menjadi ranah ijtihad para ulama.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, 
maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. Alasan perubahan penetapan hukum sterilisasi dalam keluarga 
berencana: 
a. Fatwa yang dikeluarkan tahun 1983 merupakan sebuah koreksi dari 
fatwa tahun 1979 dengan diberikannya kelonggaran atau 
pengecualian dalam keadaan yang sangat terpaksa (darurat). 
b. Sebelum penetapan fatwa tahun 2009, pemerintah cq Departemen 
Kesehatan RI dan BKKBN memohon kepada MUI untuk merevisi 
hukum vasektomi dari haram menjadi mubah atau tidak haram.  
c. Sebelum dilaksanakannya forum Ijtima‟ Ulama Komisi Fatwa Se-
Indonesia ke IV tahun 2012, akhirnya pemerintah bisa memberikan 
bukti keberhasilan rekanalisasi berdasarkan pernyataan dan 
testimoni dari Mbah Poleng (Njoto Djatmiko).  
d. Berdasarkan Surat Kementrian Kesehatan RI No. 
TU.05.02/V/1016/2012 yang menyatakan bahwa berdasarkan 
kajian yang dilakukan oleh Ikatan Ahli Urologi Indonesia (IAUI) 
bahwa pasca tindakan vasektomi dapat dilakukan rekanalisasi 
(penyambungan kembali saluran spermatozoa). 
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2. Metode penetapan hukum MUI tentang sterilisasi dalam keluarga 
berencana: 
a. Dalam penetapan fatwa tentang sterilisasi yang pertama, yaitu 
tahun 1979, MUI menggunakan metode qiyas dalam menetapkan 
hukum sterilisasi. Dengan meng-qiyas-kan vasektomi/tubektomi 
adalah sebagai furu‟, kepada kebiri yang menjadi ashal, dengan 
„illat memandulkan yang terdapat pada vasektomi/tubektomi dan 
juga terdapat pada kebiri. 
b. Fatwa kedua yang ditetapkan tahun 1983 lebih condong kepada 
penggunaan prinsip maslahah. Dimana diberikannya rukhsah 
(keringanan) kepada orang-orang tertentu untuk melakukan 
rekanalisasi dengan tujuan memelihara jiwa. 
c. Pada tahun 2009 MUI kembali mempertegas keharaman 
vasektomi/tubektomi. Dalam kondisi ini, pemerintah memberikan 
argumen bahwa bisa dilakukannya rekanalisasi, akan tetapi hal 
tersebut belum memiliki bukti. Sama seperti fatwa tahun 1979, 
MUI kembali menggunakan metode qiyas untuk menetapkan 
hukum sterilisasi adalah haram dengan menyamakannya dengan 
pengebirian. 
d. Setelah dapat dibuktikannya keberhasilan rekanalisasi menjadikan 
hal tersebut sebagai „illat baru yang membuktikan bahwa sterilisasi 
dapat direkanalisasi, atau dengan kata lain bahwa sterilisasi bukan 
merupakan pemandulan tetap/permanen.  
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B. Saran                  
1. Sebaiknya calon akseptor yang hendak melakukan atau mengikuti 
program Keluarga Berencana harus mengerti dan memahami dahulu 
tantang prosedur pelaksanaan, metode kontrasepsi, serta untung rugi 
dalam pemilihan metode kontrasepsi. 
2. Hendaknya bagi calon akseptor dalam memilih metode kotrasepsi 
harus dipertimbangkan matang-matang terlebih dahulu sebelum 
akhirnya menyesal dikemudian hari. Terutama mengenai hal-hal yang 
dibolehkan atau dilarang oleh hukum Islam. 
3. Alangkah baiknya jika Majelis Ulama Indonesia memperbanyak 
sosialisasi kepada masyarakat mengenai Keluarga Berencana yang di 
perbolehkan dalam Islam, mengingat kurangnya pengetahuan 
masyarakat akan hal-hal yang dilarang dalam Islam seperti melakukan 
vasektomi dan tubektomi. 
4. Betapa mulianya para ulama khususnya di sini adalah para ulama 
dalam Majelis Ulama Indonesia yang begitu konsisten dalam 
menetapkan hukum baru yang tidak melupakan kaidah-kaidah dalam 
Al-Qur‟an, hadits dan sumber hukum lainnya. Semoga kedepannya 
semakin lebih baik lagi. 
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